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BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan tertib
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angearan 2025.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5401);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 224, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 35587, sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Rapublik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015
tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 640);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah |
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781 );

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Timur 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
[Lembaran Daerah Tabhun 2018 Nomor 3);

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.2/15920/KEUDA tanggal 19 Oktober 2023



Menetapkan

tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.1/21143/Keuda tanggal 12 Desember 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA 2025.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENDAPATAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

7. Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah
Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan,

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vyang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

9. Biaya penunjang Operasional adalah biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena Jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan Keuangan Daerah,

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnva
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah vang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.




12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD adalah pejabat vang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

15. Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya disebut KPA
adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

16, Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya di sebut PPK
adalah Pejabat vang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan
APED/AFBD-P, FPK  dijabat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disebut PPK-SKPD adalah pejabat vang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan SKPD.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja di SKPD
vang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang
pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

20. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan
menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat
Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat
Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

23. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja
perangkat daerah/unit kerja.

24. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
pengelola adalah pejabat vyang berwenang dan
bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah.

25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim wyang dibentuk dengan
keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
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Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyvusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Repala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluarah Daerah adalah uang vang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah
vang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebith antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisth kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vyang selanjulnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Piutang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah
daerah vang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Utang Daerah adalah jumlah uvang vang wajib dibavar
pemerintah  daerah dan/atau kewajiban pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan  perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan
vang sifatnyva tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka
pencegahan dan gangguan terhadap  stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan
berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yvang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
dacrah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-
bukti yang sah.

Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna
mendanai kegiatan yvang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, vang secara spesifik telah
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ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertuyjuan untuk menunjang penvelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masvarkat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisisi ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkap
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yvang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sogial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyrakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yvang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam sebiap
periode.

Surat Penyediaan Dana yvang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP.

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Perintah Membayar vang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen wyang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas bebas pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjuinya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atan diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
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sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Barang daerah adalah benda dalam berbagai bentuk dan
uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi,
barang jadi/peralatan, yvang spesifikasinya ditetapkan
oleh pengguna barang/jasa.

. Pemegang barang adalah mereka yang ditugaskan untuk

menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang
milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala
Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui atasan

langsungnya.

. Pengguna Barang adalah mereka yang ditugaskan

mengelola barang dalam pemakaian pada SKPD.

Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik
daerah vang berasal dari pembelian dengan dana vang
bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya
disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai i
selesaikannya seluruh  kegiatan untuk  memperoleh
barang/jasa.

Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah
daerah yang di pergunakan untuk kepentingan dinas vang
terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas
operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan
dinas khusus/lapangan.

Bahan bakar minyak vang di singkat BBM adalah bahan
bakar yang berasal dan/atau di olah dari minyak bumi.

. Kelompok Kerja/Panitia pengadaan adalah tim yang

ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna anggaran
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan coleh Bupati yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Unit Layanan Pengadaan yang sclanjutnya disebut ULP
adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh pengguna anggaran sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah dan/atau kelompok
masyarakat.

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut
kontrak adalah perjanjian tertulis antara PFK dengan
penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
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(2)

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), vang dikeluarkan oleh Bank
Umum /Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi
vang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa vyang dilaksanakan dengan
menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi
elektronik sesual  dengan ketentuan perundang-
undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk
menyelenggarakan — sistem  pelayanan  Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola
oleh LKPP.

Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi vang
mendasarinya untuk periode 1 (satu} tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran vang diberikan kepada
SKPD wuntuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPED.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran vang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah vyang
selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun
perencanaan anggaran, menatausahakan anggaran,
mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan
anggaran dalam rangka akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;

b. pelaksanaan dan penatausahaan kas;

¢. pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah;

¢, pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daecrah;
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{. standar satuan harga; dan
g. contoh-contoh format;

(3] Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Peraturan ini memuat lampiran tentang satuan harga
tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan satuan harga
vang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan
sebagai estimasi Batasan nilai yang dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti
pertanggunjawaban belanja.

(5) Ketentuan mengenal standar harga satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf f tercantum dalam lampiran
V]l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

B Ditetapkan di Tirawuta
Paraf Koordinasi Pada tanggal 4 © Desember 2024

No Nama Jabatan | Paraf

L In.tund (0BALT  SEEDA iz
- 5

B weop

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ....
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
I. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang
dipisahkan.

B. Bupati berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah
atau pemegang saham pada perseroan daerah. Ketentuan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan :

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; _

2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

7. menetapkan KPA;

8. menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara
bantuan operasional sekolah, bendahara 2 BLUD, bendahara unit
organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang

diamanatkan peraturan perundang-undangan;
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9, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan:
a. pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
c. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

10. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

D, Dalam melaksanakan kekuasaan, Bupati melimpahkan sebagian atau
seluruh  kekuasaannya vang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang terdiri
atas :

1. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku PA.

E. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dengan memperhatikan
sistem pengendalian internal didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau
mengeluarkan uang dan ditetapkan dengan keputusan Bupati,

Il. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyal tugas:

1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjiawaban pelaksanaan
APBD;

3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD:
memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan
Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

6. memimpin TAPD;

B. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:

1. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

2. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

dan

3. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
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C. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator pengelolaan keuangan daerah

bertanggung jawab kepada Bupati.

IIl. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
A. Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas :

1.
d.

menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Perda;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1.

2
3.
4

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

. mengesahkan DPA SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan

pengeluaran kas umum daerah;

5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. menetapkan SPD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;

11.
12.
13.
14.

. menyajikan informasi keuangan daerah;
10.

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
Pengeluaran Daerah sesuai  dengan  Ketentuan — peraturan
perundangundangan, tidak dilakukan melalui RKUD;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka RKUD;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

15. menyusun laporan keuangan yvang merupakan pertanggungjawaban

16.

pelaksanaan APBD.
mengelola investasi dengan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi
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tersebut serta dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai
kKetentuan peraturan perundang- undangan;

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pungutan pajak
daerah.

KUASA BUD
Kepala PPKD dalam melaksanakan fMungsinya selaku BUD dapat
mengusulkan pejabat administrasi atau fungsional dilingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;
{. menyimpan uang daerah;
£. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban

APBD;

. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

Pemerintah Daerah;

. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah lainnya dan;
. melakukan penagihan piutang daerah;

melaksanakan tugas lainnya selaku Kuasa BUD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas;

Menyiapkan anggaran kas dengan menghimpun dan menguji anggaran
kas vang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutan
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi;

Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
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V. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD,
V1. Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dan 1 (satu) Kuasa
BUD dilingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang vang
dikelola, beban kerja, dan/atau rentang kendali.
VIl. Apabila Kuasa BUD berhalangan sementara, maka kewenangan sebagai

Kuasa BUD dilaksanakan oleh BUD atau pejabat lain yang ditunjuk.

V. PENGGUNA ANGGARAN
. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas dan wewenang :

B W k-

10.

11

14.

15.

16.

17

18.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

menyusun anggaran kas SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pemungutan lain-lain
pendapatan asli daerah;

menandatangan SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD vang
dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vyang
dipimpinnya;

. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12,
13,

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD):

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yvang telah ditetapkan;

menyusun dan menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

.menyusun dan menandatangani dokumen permintaan pengesahan

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
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19. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[I. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
vang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan
DPA-SKPD;

[l. Mengelola utang vang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

2. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempaian kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

4. kewajiban lainnya yvang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan
pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

1. perjanjian atau perikatan;

2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. akibat putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

4. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

V. PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki
kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

V1. Dalam hal PA berhalangan, maka ditunjuk pejabat yang diberi wewenang
untuk melaksanakan tugas sebagai PA;

VII. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada
Bupati melalui Sekretans Daerah;

VIII. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretans Daerah dapat
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan

pengelolaan keuangan.

VI. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
A. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD
selaku KPA.
B. Pelimpahan Kkewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali,
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C. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala
SKPD dengan pertimbangan dari Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah.

D. Pelimpahan kewenangan meliputi :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

2. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

b. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

E. Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

F. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut
pajak daerah kepada KPA.

G. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD
selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

H. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

I. KPA vang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

J. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
1. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

2. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
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menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang daerah vang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnyva;

11, mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

12. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

14. melaksanakan tugas lainnya sesual dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit

SKPD selaku KPA.

VII. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

g,

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan,

3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD  sesuai ketentuan  peraturan
perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub

kegiatan meliputi:

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

1. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
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2. menyviapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyvaratan yvang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan;
dan

3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

f. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab
kepada PA/KPA.

g. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA/atasan langsung mengambil alih mandat
yvang dilaksanakan oleh PPTK.

h. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu] PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

i. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan
Bupati;

j. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi;

k. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduli jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

l. Pegawain ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas;

m. Dalam hal PA melimpkahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN
vang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

n. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang
kritenianya ditetapkan oleh Bupati.

VIIL. PEJAEBAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD [ UNIT SKPD

A. Kepala SKPD selaku PA/KPA menetapkan PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/Unit SKPD.

B. Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai
ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

C. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi
tata usaha Keuangan sesual ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.

D. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai
vang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
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Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,
dan/fatau PPTK.

. PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan venfikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,

2. melakukan verifikasi SPP atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah dan bendahara penerimaan;

3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;

4. menyiapkan SPM;

5. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

6. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

7. menyusun laporan keuangan SKPD.

. PPK-Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang :

1. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
yvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

2. melakukan verifikasi SPP atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya;

3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS;

4. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS; dan

5. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. PPK-Unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

3. menyiapkan SPM;

4, melakukan wverifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

5. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

6. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
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H. Kepala SKPD dapat menetapkan Pembantu PPK-SKPD yang bertugas
membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan

keuangan SKPD, dengan lingkup pekerjaan:

1.
2.
3.
4,

membantu meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPPLS/UP/GU/TU;
membantu menyiapkan SPM;

membantu menyiapkan laporan keuangan; dan

membantu memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

. Jumlah Pembantu PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dengan mempertimbangkan
besaran SKPD, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali

dan pertimbangan obyektil lainnya.

J. Pembantu PPK-SKPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggpungjawab
pada PPK-SKPD.
K. Apabila PPK-SKFD berhalangan sementara, ditunjuk pejabat sementara

yang diberi kewenangan sebagai PPK-SKPD.

IX. BENDAHARA
A. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

1.

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada

SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,

menyimpan, menyetor ke RRKUD, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki

tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yvang diterima langsung
melalui REUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

¢. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau

surat berharga lebih dari 1 {satu) hari kerja dan/atau atas nama

pribadi.
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Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratii atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA,

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang  bertugas membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

vang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawali yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara

Penerimaan.

Pegawai vang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut

Pembantu Bendahara Penerimaan.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,

Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit

SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai

dengan lingkup penugasan vang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai dengan

lingkup penugasannya meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKFPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank vang ditetapkan
oleh Bupati;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uwang yang diterima dengan
jumlah vang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan
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[. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah.

15. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara lungsional atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara

Penerimaan.

B. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Bupati.
2. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau

pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

3. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-
GU, SPP-TU, dan SPP-LS;

. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara [ungsional kepada BUD
secara periodik;

. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen
fisik dari bank;

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.
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Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan

membuat laporan pertanggungawaban secara administratif atas

pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat laporan pertanggunglawaban secara fungsional atas

pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran

pembiayaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

vang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawal yvang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab

kepada Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas

usul PPKD dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

a. besaran anggaran;

b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP
LS,

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD,

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yvang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.
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i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh
Bupati;

memeriksa kas secara periodik;

b

k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen
fisik dari bank;

. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan intermal dan eksternal pada tahun berjalan;
dan

m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemernksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan.

12. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan
bendahara unit organisasi bersifat khusus.

13. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang
setara dengan Bendahara Pengeluaran.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratil bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

15. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada
KPA.

16. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

C. Ketentuan Lain
1. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Bendahara Khusus dilarang:

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa; dan

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
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Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan /atau aktivitas lainnya yvang berkaitan langsung dengan pelaksanaan
APBD.

X. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Pejabal yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen vang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan
anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan
kewenangan pejabat yang bersangkutan.

. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari

yvang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penenimaan Daerah tidak

dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas
Beban APBD didasarkan atas DPA dan 3PD atau dokumen lain vang
dipersamakan dengan SPD.

Bupat dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban
APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Paraf Koordinasi

Na Nama Jabatan

% AR G|

3. N&o.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS

I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
A. Ketentuan Umum

1. PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya.

2. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka
RKUD pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

3. Penetapan Bank umum oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan
Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

4. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak
terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya.

5. Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

6. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah
setiap hari dan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurangkurangnya sekali
sehari pada akhir hari.

7. Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan
untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana
pengeluaran.

8. BUD dapat membuka rekening operasional pengeluaran.

9. Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati ke RKUD atau
sebaliknya dilakukan atas perintah BUD yang dituangkan dalam
perjanjian kerjasama.

B. Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas

Umum Daerah adalah sebagai berikut:
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1. BUD membuka REUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati dan
berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang
sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku
bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah
Daerah merupakan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan cleh
bank didasarkan pada ketentuan pada perjanjian kerja sama yvang telah
disepakati.

2. Pembukaan Rekening Operasional BUD dapat membuka rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank
umum yang ditunjuk oleh Bupat.

a. Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan
adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
sctoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara
penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang
dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil vang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD
sckurang-kurangnya sckali sehari pada akhir hari kerja sesuai
dengan yang ditetapkan dalam PKS antara BUD dengan Bank
umum vang ditunjuk oleh Bupati.

b. Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional
adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening
yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah
sesual rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja vang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP,
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran
serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara
pengeluaran pembantu.

3. Pembukaan Rekening SKPD Ketentuan pelaksanaan terkait rekening
SKPD adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank
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atas nama Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD pada bank umum vang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan
kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah dan belanja daerah.

b. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD
tersebut wajib disetorkan seluruhnyva ke REKUD oleh bendahara
penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama
bendahara penerimaan SKPD.

¢. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan vang vang
akan digunakan sebagai belama-belanja SKPD, seperti uang
persediaan dan tambahan uang persediaan yvang dikelola oleh
bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka
atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran
pembantu SKPD.

4, Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam pengelolaan kas,
uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan
untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan
investasi yang dapat segera diperjualbelikan /dicairkan, ditujukan dalam
rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama
kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka
pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
([dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
Surat Utang Negara [SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia
(SBl). Proses penempatan kas dalam investas: jangka pendek dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemernintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik.

b. Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka
pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan
adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam wakiu
dekat [idle cash).

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka
pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan
diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa

pemilihan investasi.
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. Berdasarkan rencana penempatan dana yvang diajukan BUD atas

rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis investasi
jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan
Bupati.

. Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah

Pemindahbukuan (SP2) BUD yvang memerintahkan pemindahan dana
dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lambat per 31 Desember.

. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan
daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan aoleh

BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Bagian 1: Penerimaan RKUD

f.

Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD
mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom

tanggal dan kolom nomor bukti.

. BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

BUD mencatat nilai transaks: pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

d.

Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat
perintah membayar vang diterbitkan oleh PA/KPA.

. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum

pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kelom nomor bukti.

. Pelaporan oleh BUD

d.

Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

. BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam

pengelolaannya dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yvang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah
akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD,

Laporan BUD disusun dalam bentuk:

1) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

2] Rekonsiliasi Bank atas posisi kas hanan.
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Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja
pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan
sesuai kebutuhan,

d. I samping laporan-laporan di atas, BUD membuat Register SP2D
vang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari
sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi,

C. Dokumen Terkait
Dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai berikut:
1. Buku Kas Umum BUD
2. Laporan Posisi Kas Harian
3. Rekonsiliasi Bank

II. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
A. Ketentuan Umum Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas
non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening
pihak ketiga vang telah ditentukan. Beberapa ketentuan umum terkait
penatausahaan kas transitoris adalah sebagai berikut:
1. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

a. Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara
pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuail
dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi
Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal
22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;

b. Potongan gaji pegawai seperti luran Wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan
Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,
iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
Kematian;

¢. Uang jaminan dan/atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak
ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu pekerjaan
vang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan
lainnyva sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai
contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan,
uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan
jaminan lainnya. Sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau
penvebab lain vang mengakibatkan pekenaan tidak dapat dilaksanakan
maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemben pekerjaan, dalam
hal ini Pemerintah Daerah.
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d. Jenis kas transitoris lainnyva sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi

belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar

pencatatannya menggunakan dokumen vang tidak terpisahkan dan

dokumen kelengkapan transaksi.

Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan

sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).

Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam

laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca

scbagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris
sesual dengan SAP.

Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah, tidak boleh

digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu

harus dibavarkan ke pithak ketiga.

Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannyva sesum
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang
jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Ash
Daerah yang Sah.

b. Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga
vang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan
untuk mendanai pekerjaan vang menjadi kewajiban pihak ketiga
tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang
ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas

transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran danj/atau

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik.

B. Ketentuan Pelaksanaan

1.

Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

a. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sesual peraturan perundang-undangan
sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan,
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wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalu

UP/GU/TU/LS.

b. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuail
peraturan  perundang-undangan wajib menyetorkan  seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

c. Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus
Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-
undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

2. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

a. Kas Transitoris vang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris
atas potongan pajak dan potongan- potongan lainnya dari belanja yang
menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.

b. Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau
rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan
kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

c. Jaminan
Bagian 1: Pengembalian Uang .Jaminan
1) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia

barang/jasa ke rekening RKUD.

2) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa
setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah
Daerah.

3) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang
berisi:

a) Perintah Pencairan Uang;

b} besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

¢} pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

d) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.

2) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan vang diformulasikan dalam program,
kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.
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3] PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya
tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

III. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD [DPA-SKPD)

A. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana

pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai

sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebaga dasar

pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara

elektronik.

B. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

1.

Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga)
hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal- hal
yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun
Rancangan DPA-SKPD meliputi: 1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD vang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan;

. Basaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kKegiatan, sub Kegiatan,

dan anggaran belanja vang disediakan;

5. Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

0. Rencana penarikan dana setiap SKPD;
7. Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKFPFD kepada PPKD paling

lambat 6 [enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan,
untuk diverifikasi oleh TAPD;

. Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD
Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat
pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
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vang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima. Rancangan DPA-SKPD mencakup :
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD vang
datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun,
kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD,
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja
vang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan
dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.
b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.
c. Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yvang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yvang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok dan jenis belanja dan setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.
d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran
yvang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan
pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, nncian objek
dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran
Pembiayaan.
Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD
a. Setelah menernima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyvampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6
[enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi

antara lain:
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1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2) analisis standar belanja;
3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBEMD);
4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan/atau;
3) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi
khusus.
¢. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan
kepada TAPD'
d. Dokumen Rancangan DPA-SKPD berasal dari Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD).
Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPRD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD vang
telah mendapatkan persetujuan Sekretans Daerah

IV. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

A, Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yvang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut :

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuail dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD,

. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan

daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya
bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah

daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD
dan anggaran kas SKkPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan
dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas
masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan
pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
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5. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap
bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD
dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub
kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran vang telah ditetapkan,

6. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar
yvang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan
selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

7. Anggaran kas vang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar
penyusunan SPD.

8. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik.

B. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan
jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyvampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2
(dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan
menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

(1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
{2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana
dalam DPA-SKPD.

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah divenifikasi,
mMenyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

f. Kuasa BUD menyvampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah
kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah
daerah yvang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) han sejak
dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

V. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
A. Ketentuan Umum
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP] atas
pelaksanaan APBD.
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PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

L.
2.
3.

Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam
DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD
untuk ditandatangani.
Ketentuan-ketentuan mengenai SPD sebagai berikut :

.

SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau

unit SKPD setiap periodik.

Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,

konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat

melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yvang

bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang

menyelenggarakan fungsi SKPKD.

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat

kondisi sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesual perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak.

3. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

4. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
pengegunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik.

5. Perubahan SPD yang diajukan oleh SKPD harus mendapat persetujuan
dari PPKD selaku BUD.

. Ketentuan Pelaksanaan

1.

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.

. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD.

untuk disahkan.
Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.

Paraf Koordinasi A TIMUR,
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH

I. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

A. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi

penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga,

penyetoran pendapatan ke RKUD, dengan memuat informasi, aliran data,

dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

B. Beberapa ketentuan Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan:

1.

Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya
melalui RKUD.

Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD

paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas

setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau

non tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. transaksi penerimaan pendapatan dilakukan secara non tunai oleh
wajib pajak dan atau wajib retribusi ke RKUD secara langsung melalui
bank/ATM/internet banking/dan alat pembayaran non tunai lainnya;

b. penerimaan pendapatan yang dibayar secara tunai kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan penerimaan
pendapatan yang dibayarkan secara non tunai melalui rekening
penampung, harus disetorkan ke RKUD paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas diterima.

Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran
(STS).

Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau

dokumen lain yang dipersamakan.

Atas pertimbangan hari libur dan jam operasional bank persepsi yang

mengakibatkan melebihi ketentuan batas waktu penyetoran, maka dapat
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disetorkan ke rekening kas umum daerah pada hari kerja berikutnya
dengan dibuatkan berita acara vang ditandatangani oleh bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan atasan langsung,
Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dari 1 (satu) hari,
dan/atau b. atas nama pribadi.

. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam

bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro
atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada
bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan kas.

Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh

Bendahara Penerimaan pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan

daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah.

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

daerah, dapat dibedakan:

a. Pendapatan vang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau

b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuail dengan
jenis pendapatan.

b. Penatausahaan pendapatan vang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan
sesual dengan jenis pendapatan.



« &) =

¢. Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti
meliputi:

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DJ;

2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

3] Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBJ;

B) surat RKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT]);

7] Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

8] Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

9) Surat Tanda Setoran (STS);

10} Nota Kredit dari Bank:

11} Surat Perjanjian;

12} Dokumen penetapan lainnya yvang sah sesual dengan Ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

13) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

14) Bukti lainnya yang sah sesual dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan
secara tunal dan non tunai, batas nilai sesuai dengan ketentuan dan
dengan cara:

1) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang
sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS.

2] Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan
dengan bukti notifikasi/nota kredit/ media elektronik lainnya.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah
Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik
lainnya.

C. Dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain sebagai
berikut:

1. STS

2. Register STS
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PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
A. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan vang

menjadi tanggung jawabnya. Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1.

Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
mengeunakan buku-buku sebagai berikut:

a. Laporan Penenmaan dan Penyeloran

b. Register STS

c. Buku Kas Umum

d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank

. Dokumen vang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan

pembukuan, antara lain:

a. Tanda Bukti Penerimaan

b. Surat Tanda Setoran

¢. Nota Kredit Bank

d. Bukt transaksi yang sah vang dipersamakan dengan dokumen di atas

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

b. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan

¢. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui RKUD

. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

B. Dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:

1.
2.

Buku Kas Umum
Buku Pembantu Kas Tunai

3. Buku Pembantu Bank

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
A. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif

kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

B. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yvang dilakukan secara
elektronik.
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LPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PA
dan PPKD melalui PPK SKPD disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan LP.J
kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

2. LPJ Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat inflormasi tentang
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di
Bendahara. LP.J tersebut dilampiri dengan:

a. BKU

Laporan Penerimaan dan Penyetoran

Register STS

Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

- T

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

3. Bendahara Penenmaan 3KPD wajib menyvampaikan LPJ Fungsional
yvang merupakan hasil konsolidasi dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagal bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah.

5. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan LPJ
Bendahara Penerimaan kepada PA.

. Dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan antara lain

scbagai berikut:
1. LPJ Bendahara Penerimaan

2. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

REKONSILIASI PENERIMAAN

A,

Sebagal bagian dan tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD
melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas LPJ Bendahara

Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan,

. PPKD melakukan wverifikasi, evaluasi, dan analisis atas |aporan

pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penenmaan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas LPJ
fungsional melhiputi:
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a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan
b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

c. analisis capailan realisasi penerimaan

2. PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik

yvang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penvajian dokumen yvang
dilakukan secara elektronik.

C. Ketentuan Pelaksanaan Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan,
PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan
langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

1.

Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan multasi
REUD

. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penenimaan SKPD.

Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi
penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan
vang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan

menampilkan data setiap bulan,
PPED selaku BUD membuat analisis deskniptif terkait capaian realisasi
penerimaan.

D. Dokumen Terkait
Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan

V. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
A. Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah, restitusi daerah,

dan atau kesalahan setoran pendapatan lainnya, Pemerintah Daerah
menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar

pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

B. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai
berikut:

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
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b. objek penerimaan daerah yang sama.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan

membebankan pada rekening penerimaan vang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yvang sifatnva tidak

berulang vang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan

membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

b. rekomendasi APIP;

c. rekomendasi BPK-RI;

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya; dan/atau

¢. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi yang dituangkan dalam berita acara untuk:

a. memastikan keabsahan bukti vang dijadikan dasar pengajuan.

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan;

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang
sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atlas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen

lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan

retribusi daerah.

PA berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya

yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan

retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran

pengembalian Kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah

kepada BUD.



- 45+~

10. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah.

11. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paraf Koordinasi
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

A. Ketentuan Umum

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

1.

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan

diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk pengeluaran

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak

dipenuhi;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening

Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah;

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

untuk pelaksanaan program/sub kegiatan pada Unit SKPD;
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Dalam proses belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung
kepada penyedia barang/jasa baik secara tunai maupun non tunai sesuai
dengan ketentuan;

Transaksi pembayaran dilakukan secara non tunai dengan menggunakan

instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek,

bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;

Khusus untuk transaksi pembayaran yang menggunakan Uang

Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang yang menjadi pengurusan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat

menggunakan pembayaran tunai yang terdiri dari :

a. pembayaran untuk pembelian materai dan benda pos;

b. pembayaran belanja air dan koran, atk, cetak dan pengegandaan,
belanja pemeliharaan rutin kantor dan kendaraan dinas setinggi-
tingginya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

c. pembayaran makan minum perangkat daerah vang tidak
menggunakan metode e-catalog/katalog lokal;

d. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di
luar daerah:

€. pembayaran belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan DPRD dan belanja penunjang komunikasi intensif DPRD;

[. pembayaran belanja sewa tempat dan perlengkapan kegiatan reses
DPRD;

g. pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan reses DPRD:

h. Pembayaran kegiatan penyediaan makanan dan minuman rumah
tangga Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau

. pembayaran belanja lain sesuai dengan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Uang kas/uang tunai dalam brankas yang menjadi pengurusan

Bendahara Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu setinggi-

tingginya Rp23.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada akhir hari kerja;

Uang kas/uang tunai yang jumlahnya melebihi ketentuan harus

dibuatkan berita acara vang ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PA/KPA:

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu vyang

melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:

a. leguran lisan; dan

b. teguran tertulis.
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14, Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa,
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK;

15. Pembayaran belanja barang/jasa kepada penyedia harus diikuti dengan
proses penyelesaian pengadaan barang/jasa dalam sistem pengadaan
secara clektronik.

B. Dokumen Terkait pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain
sebagai berikut:

Nota Pencairan Dana

II. PROSES PELIMPAHAN UP

A. Pelimpahan Uang UP adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran
untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertujuan  untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang
dikelola oleh KPA yang digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU,

B. Beberapa ketentuan pelaksanaan proses Pelimpahan UP adalah sebagai
berikut:

l. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dengan persetujuan dari PA;

2. Pelimpahan sebagian UP dilakukan secara non tunai melaluj
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu:

3. Besaran pelimpahan UP dengan memperhitungkan besarnya kegiatan
yvang dikelola oleh KPA, serta waktu pelaksanaan kegiatan dan
dituangkan dalam surat keputusan PA dengan mempertimbangkan usul
Bendahara Pengeluaran:

4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pada buku- buku terkait dan bertanggung jawab
atas penggunaan UP vang dilimpahkan:

5. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah seclesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunal melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran,

IIl. PERMINTAAN PEMBAYARAN
A. Ketentuan Umum
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Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan membuat surat yvang
selanjutnya disebut Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai proses
awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait.
Permintaan Pembayaran diatur sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP kepada PA melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

2. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK
Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain vang dipersamakan
dengan SPD;

3. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP-UP,
SPP-GU, SFP-TU, dan SPP-LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP-TU dan  SPP-LS,

B. Ketentuan Pelaksanaan
1. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
a. Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dilakukan dalam rangka pengisian
UP berdasarkan SK Bupati tentang penetapan besaran UP;
b. Pengajuan SPP-UP diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD:

¢. Dokumen pendukung SPP-UP :

1) Fotocopy Keputusan Bupati tentang penunjukkan PA  dan
Bendahara Pengeluaran:

2) Specimen PA dan Bendahara Pengeluaran:

3) NFWP Bendahara Pengeluaran;

4) Nomor Rekening Bank Bendahara Pengeluaran pada Bank yang
ditunjuk dengan Keputusan Bupati:

9) Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Uang Persediaan akan
digunakan sesuai peruntukkannya.

2. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

a. Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dilakukan dalam rangka mengganti
UP, dengan dilampirkan softfile/scan dokumen pertanggungjawaban
penggunaan UP;

b. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-
SKFPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP:

c. Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh
Bendahara Pengeluaran;

d. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari total nilai SPP-UP/GU sebelumnya;
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¢. Pelaksanaan pembayaran dengan beban UP harus dilakukan menurut
ketentuan yang berlaku, antara lain :

1) setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yvang sah,
termasuk dokumen perpajakan terkait;

2) kegiatan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rpl10.000.000,00
(sepuluh  juta rupiah) kecuali pengadaan barang/jasa yang
pembayarannya dilakukan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

f. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-GU,
vang terdiri atas :

1) Ringkasan SP- GU:

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya samapi dengan sub
rincian obyek; dan

3) LP.J penggunaan UP.

g. Dokumen pendukung SPP-GU :

1) Bukti-bukti transaksi vang lengkap dan sah:

2) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang telah disahkan.

3) Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Ganti uang akan digunakan
sesuai peruntukkannya.

J. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a. Pengajuan Permintaan Belanja TU:

1) Belanja TU dimintakan untuk melaksanakan kegiatan vang bersifat
mendesak dan tidak dapat dibayarkan menggunakan SPP LS dan/
atau SPP-UP/GU;

2) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja dan menyiapkan
rincian belanja rencana penggunaan TU kepada PA, untuk
kemudian diberikan kepada PPKD guna mendapatkan persetujuan;

3} Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya;

4} Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa
TU disetor ke RKUD;

5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

a] Kegiatan yvang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan: dan/atau
b} Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA;
¢} Kegiatan sebagaimana point a. dan b. harus memberitahukan
kepada PPKD sebelum melebihi batas waktu yang ditentukan,
b. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
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1} Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilakukan berdasarkan Daftar
Rincian Belanja TU dari Surat Persetujuan TU yang diterbitkan oleh
PPKD.

2] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU vang didokumentasikan dalam SPP-TU,
vang terdiri atas :

a) Ringkasan SPP TU;
b) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian obyck.
c. Dokumen pendukung SPP-TU :

1) Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan wang persediaan;

) Fotocopy Surat Persetujuan Daftar Rincian Rencana Belanja TU dari
PPKD.

3] Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Tambah Uang akan
digunakan sesuai peruntukkannya.

d. Pengajuan SPP TU-NIHIL

1} Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh
dari SPP-TU, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU Nihil.

2] Dokumen pendukung SPP-TU Nihil :

a) Bukti yang lengkap dan sah;
b} Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan vang
telah disahkan dilampiri Bukti Transaksi vang sah dan lengkap;
c) Bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan (bila ada).
4. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
a. Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

1) Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan
langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu);

2] Pengajuan SPP-LS Gaji dan tunjangan dilakukan untuk pembayaran
gaji dan tunjangan berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan
tunjangan setelah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu), dengan langkah
antara lain:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji
dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana untuk
belanja gaji dan tunjangan telah tersedia:
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¢} Meneliti validitas perhitungan dokumen gaji dan tunjangan;

d) Untuk pembayaran kekurangan/susulan gaji (kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan
dalam kurun waktu 2 [dua) tahun terhitung Surat Keputusan
dimaksud ditetapkan.

3) Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan harus disertai dengan
berbagai kelengkapan sesuai dengan Ketentuan perundang-
undangan, dan terdiri atas:

a) Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;

b) Rincian belanja gaji dan tunjangan sampai dengan sub rincian
obyek.

4) Dokumen pendukung SPP-LS Gaji dan Tunjangan:

a) gaji induk;

b} gaji susulan;

c) kekurangan gaiji;

d] gaji terusan;

e) SK CPNS;

f) SK PNS;

g SK kenaikan pangkat;

h) SK jabatan;

i) kenaikan gaji berkala;

jl surat pernyataan pelantikan:

k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

1) daftar keluarga (KP4);

m) fotokopi surat nikah;

n) fotokopi akte kelahiran:

o] surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

q) surat pindah; dan

rl surat kematian.

3) Lampiran SPP-LS Tenaga Kontrak yvang terdiri dari:

a) Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD/Surat Perjanjian
Kerjasama/Kontrak antara PA dan Tenaga Kontrak:

b) Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja;

c) Daftar Penerimaan Honorarium.

b. Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang/Jasa

1} Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa

dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran




<)

3)

4)

3

6)

-53-

pembantu paling lambat 3 [tiga) hari sejak diterimanya tagihan dan

pihak ketiga melalui PPTK;

Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode ebilling untuk

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK;

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang vang

nilainya diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan

melalui SPP-LS kecuali pengadaan barang vang pembayarannya
dilakukan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa dengan mengacu

kepada berita acara dan dokumen pengadaan disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang/jasa
yvang dilakukan;

Dokumen pendukung :

a) Dokumen Kontrak;

b} Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

c] Berita Acara Pembayaran;

d] NPWP;

¢ Nomor Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa;

f) Kuilansi bermeterai atau nota/faktur yang ditandatangani
penyedia;

gl Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPTK bila pekerjaan mengalami keterlambatan;

h) Potongan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khusus untuk pekerjaan
konstruksi; dan

i) Faktur Pajak/Surat Setoran Pajak,/SSPD/STS.

]} Surat pernyataan kesanggupan dari pihak ketiga /rekanan untuk
menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai berakhir masa
kontrak

Ketentuan lainnya :

a) Pengajuan  SPP-LS pengadaan  barang/jasa  termasuk
dipergunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran
atas prestasi pekerjaan (termin/bulanan/ sekaligus).

b) Pengadaan barang/jasa yang tidak mempersyaratkan masa
pemeliharaan, dilengkapi dengan
(1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pencairan sebelum

pekerjaan selesai 100 %;
(2) Berita Acara Serah Terima untuk pencairan 100%.
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¢] Pengadaan  barang/jasa yang mempersyaratkan masa
pemeliharaan, dilengkapi dengan:

(1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pencairan sebelum
serah terima pertama;

(2) Berita Acara Serah Terima Pertama untuk pencairan pada
serah terima pertama.

d) Khusus untuk pembayaran uang muka disertai dengan :

(1) Asli surat jaminan uang muka atau vang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

(2) Ashi surat kuasa dari PA kepada Kuasa BUD untuk
mencairkan jaminan uang muka;

(3) Asli surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan
uang muka yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga
keuangan non bank.

¢ Belanja hibah/bantuan sosial/belanja Transfer Keuangan
Daerah dan Desa (TKDD) berbentuk barang/jasa dilengkapi
dengan :

(1) Keputusan Bupati;

(2} Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PA dan
penerima hibah (khusus belanja hibah);

(3) Proposal Usulan dari Peneriman Hibah

(4) Berita acara penyerahan barang/jasa dari PA kepada
penerima; dan

(2) Pakta Integritas.

7) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi belanja pengadaan barang/jasa dengan langkah
antara lain:

a) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk
belanja pengadaan barang/jasa yang akan diajukan telah
disediakan;

b} Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang/jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa
ANgEAran;

c) Meneliti kelengkapan dan wvaliditas perhitungan atas tagihan
pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan lainnya.

8) Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang/jasa, terdiri dari:

a] Ringkasan SPP-LS;
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b} Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian obyek.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Fihak Ketiga Lainnya
[ Organisasi/Lembaga /Kelompok/Sejenisnya.

1)

2)

3

4

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnva
dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Bupati tentang
suatu kegiatan sampai dengan besarnya pengajuan;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya

sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan
langkah antara lain:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran
kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
angearan;

b} Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk
pembayaran kepada Pihak HKetiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan
telah disediakan;

¢} Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan
keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Dokumen SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya, terdiri dari:

a) Ringkasan SPP-LS:

b) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian obyek

Pengajuan permintaan pembayaran LS kepada Pihak Ketiga lainnya

diantaranya terdiri dari :

a) Dokumen pendukung pengajuan permintaan pembayaran LS
melalui swakelola dengan lembaga/perangkat daerah lain,
organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat mencakup:

(1) NFWP

(2) Nomor Rekening Bank penyelenggara swakelola;

(3) Kontrak Swalkelola;

(4] Berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk pencairan sebelum
pekerjaan selesai 100 % dan/atau Berita Acara Serah Terima
untuk pencairan 100%.

(5) Kuitansi  bermeterai yang ditandatangani penvelenggara

swakelola.;
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(0) Bukti pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk
pekerjaan konstruksi;

(7) Faktur Pajak/Surat Setoran Pajak/SSPD/STS;

(8) Surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh PA vang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain untuk pembayaran langsung saat
pengajuan SP2D;

(9) Surat pengajuan anggaran awal pekerjaan, yang diajukan oleh
penyelenggara swakelola,

b) Pengajuan SPP LS Hibah dan/atau Belanja Transfer Keuangan

Daerah dan Desa (TKDD) dalam bentuk uang

(1) PPTK di SKPD Teknis melakukan penelitian/verifikasi atas
kelengkapan  persyaratan administrasi belanja dan
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD,

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP- LS kepada
PA melalul PPK-SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK.

(3) Dokumen pendukung SPP-LS:

{a) Surat Keputusan Bupati;

(b) Surat perintah pencairan dana dari Bupati;

[c) Surat permohonan pencairan dana dari pimpinan
lembaga / pemohon;

{d) Naskah perjanjian hibah daerah:

(e} Pakta Integritas;

(fi Nomor rekening penerima disertai salinan buku rekening
yang masih aktif. Apabila kolektif dilengkapi dengan
lampiran daftar penerima dan nomor rekening penerima;

(2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima:

(h) Kuitansi bermeterai vang ditandatangani penerima;

(i} Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai: dan

() Untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan
penyerapan keuangan tahap sebelumnya.

(k) Proposal Usulan Bantuah Hibah.

¢] Pengajuan SPP-LS hibah berbentuk uang kepada partai politik

(1) PPTK di SKPD Teknis melakukan penelitian fverifikasi atas
kelengkapan persyaratan administrasi belanja hibah dan
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD.
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(2] Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS belanja hibah
kepada PA melalui PPK-SKPD setelah adanya permohonan
dari PPTK.

(3) Dokumen pendukung SPP-LS belanja hibah kepada Partai
Politik :

{a) Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada partai
politik;

(b) Surat perintah pencairan dana dari Bupati;

{c) Kuitansi bermeterai vang ditandatangani Ketua Partai
Politik;

(d) Nomor rekening partai politik dilampiri copy buku rekening
bank yang masih aktif. Apabila kolektif dilengkapi dengan
lampiran daftar penerima dan nomor rekening penerima;

(e} Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik:

() Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari
penerima hibah partai politik.

d) Pengajuan SPP-LS Bantuan Sosial dan/atau Belanja Transfer

Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam bentuk uang

(1) PPTK di SKPD Teknis melakukan penelitian/verifikasi atas
kelengkapan  persyaratan administrasi belanja  dan
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD.

(2] Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA
melalui PPK-SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK.

(3] Dokumen pendukung SPP-LS:

(a) Surat Keputusan Bupati:

(b) Surat perintah pencairan dana dari Bupati;

(c) Surat permohonan pencairan dana dari pimpinan
lembaga/pemohon;

(d) Nomor rekening penerima dilampiri copy buku rekening
bank yang masih aktif. Apabila kolektif dilengkapi dengan
lampiran daftar penerima dan nomor rekening penerimas:

(e} Pakta Integritas;

(f) Kuitansi bermeterai yang ditandatangani penerima;

(g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima; dan

(h) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari
penerima.

¢] Pengajuan SPP-LS belanja bagi hasil kepada pemerintah Desa
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(1) PPTK di SKPD Teknis melakukan penelitian/verifikasi atas
kelengkapan  persyaratan administrasi belanja dan
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD.

(2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA
melalui PPK-SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK.

(3) Dokumen pendukung SPP-LS:

(a) Surat Keputusan Bupati;

(b} Surat perintah pencairan dana dari Bupati;

le] Kuitansi bermeterai yang ditandatangani penerima;

(d) Lampiran daftar nama pemerintah desa dan nomor
rekening kas pemerintah desa;

(e} Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] Penerima.

(f) Laporan Hasil Reviu APIP terhadap Penggunaan Belanja
Bagi Hasil olch Pemerintah Desa

fi Pengajuan SPP-LS bantuan keuangan kepada pemerintah Desa

(1) PPTK di SKPD Teknis melakukan penelitian/verifikasi atas
kelengkapan  persyaratan administrasi belanja dan
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD.

(2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA
melalui PPK-SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK.

(3) Dokumen pendukung SPP-LS:

{a) Surat Keputusan Bupati;
(b) Surat perintah pencairan dana dari Bupati;
(€] Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari
kepala desa:
(d) Kuitansi bermeterai yang ditandatangani penerima:
(e} Nomor rekening kas pemerintah desa:
() Nomor Pokok Wajib Pajak ([NPWP) Penerima: dan
(8) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari
penerima.
9) Ketentuan Lainnya
a] Pembayaran atas SPP-LS Belanja Hibah dalam bentuk kegiatan
fisik dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

(1) Nilai NPHD sampai dengan Rp50.000.000,00 dibayarkan 2
(dua) Tahap, tahap pertama sebesar 50 persen dan tahap
kedua sebesar 50 persen dari NPHD.

(2) Pencairan tahap kedua dibayarkan dengan melampirkan
laporan penggunaan dana tahap pertama minimal 80 Persen.
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(3) Nilai NPHD diatas Rp50.000.000,00 dibayarkan 3 (tiga) Tahap,
tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua sebesar 40
persen dan tahap ketiga sebesar 20 persen dari NFHD.

(4) Pencairan tahap kedua dibayarkan dengan melampirkan
laporan penggunaan dana tahap pertama minimal 80 Persen,
dan pencairan tahap ketiga dibayarkan dengan melampirkan
laporan penggunaan dana sampai tahap kedua minimal 80
persen.

d. Permintaan Pembayaran LS Non Anggaran
1) Pengajuan SPP Non Anggaran dilakukan untuk pembavaran atas

kelebihan penerimaan pajak daerah, restitusi daerah, dan atau

kesalahan setoran pendapatan lainnya.
2) Dokumen pendukung SPP-LS Non Anggaran:

a) Permohonan Pembayaran/Pengembalian Setoran Kepala SKPD
terkait;

b] Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Kronologi Kejadian dari SKPD
dan telah divalidasi Kuasa BUD terkait:

¢] SPTJM Kepala SKPD bermaterai;

d} Bukti Setoran/STS:

¢] SKLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) untuk kelebihan penerimaan
pajak daerah/restitusi daerah;

f) Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOP
PAUD/Kesetaraan dari Inspektorat khusus untuk Dana BOP
PAUD/Kesetaraan;

g Rekening Penerima/Surat Kuasa Penerima jika dikuasakan: dan

h) NPWP Penerima,

5. Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pembayaran

Belanja Tidak Terduga dengan ketentuan untuk membiayai :

a. keadaan darurat bencana meliputi pencarian dan penyvelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan
air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
penampungan serta penempatan hunian sementara, operasi
pertolongan dan penyelamatan.

b. Kejadian bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.

¢. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengeganggu kegiatan
pelavanan publik.

d. keperluan mendesak meliputi :
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1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yvang
belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan;

2. belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja air, listrik, telepon dan
internet.

3. kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, kewajiban lain sesuai
ketentuan perundang-undangan.

4. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-
undangan, dan/atau pengeluaran daerah lain yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan /fatau masyarakat

batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status

keadaan darurat bencana vaitu saat tanggap darurat ditetapkan oleh

Bupati sampai ketetapan tanggap darurat selesai.

6. Pengajuan SPP Belanja Tidak Terduga dengan tahapan:

1

Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian
luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan;

berdasarkan penetapan status oleh Bupati dan/atau dokumen lain
sesuai  ketentuan perundang-undangan, HKepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan
rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;

. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK-

SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK.

Dokumen pendukung SPP :

1} Surat Keputusan Bupati ttg tanggap darurat;

2] Rencana Kebutuhan Belanja;

3) Surat permohonan pencairan BITT dan Kepala SKPD yang
membutuhkan;

4) Nomor rekening penerima/pelaksana kegiatan;

5) Pakta Integritas.

. berdasarkan RKB, serta dokumen pendukung lainnya, PPKD selaku

BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
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6. Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga bisa melalui

SPP-TU atau SPP-LS tergantung dari karakteristik belanja dengan
mendapat persetujuan dari PPKD.

7. Teknis pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai oleh Belanja Tidak

Terduga mengikuti Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga.

C. Dokumen Terkait permintaan pembayaran antara lain sebagai berilout:

AT T N~ S R

SPP-UP

SPP-GU

sPP-TU

SPP-LS Gaji dan Tunjangan
SPP-LS Barang/jasa

SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PERINTAH MEMBAYAR

A. Ketentuan Umum Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki
PA/KPA untuk belanja vang telah dianggarkan dalam DPA SKPD setelah
melalui proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan belanja oleh PPK
SKPD/PPK-Unit SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja
tersebut. Ketentuan perintah membayar diatur sebagai berikut:

1.

PPK-SKPD  berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran
UP/GU/TU dan LS dari Bendahara Pengeluaran;

- PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu:

- PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi

tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung secjak
diterimanya SPP,

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan
pencatatan pada register SPM;

- SPM diajukan oleh PA kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan

dalam SPM;

Jenis SPM terdiri atas:;

SPM-UP

SPM-GU

SPM-TU

SPM-LS Gaji dan Tunjangan
SPM-LS Pengadaan Barang/jasa
SPM-LS Pihak ketiga lainnya

e AP gD
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7. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yvang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir;

8. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, vang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat vang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA;

9. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat vang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

B. Ketentuan Pelaksanaan

1. Perintah Membayar UP

a. Atas pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD
melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP
dengan SK Bupati;

b. PPK-SKPD menyiapkan draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh PA,
setelah hasil verifikasi dinyatakan sesuai;

c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA bermeterai: dan
2} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

2. Perintah Membayar GU

a. PPK-SKFD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UF beserta bukti-bukti transaksinva yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

1} Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan,

3] Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait.

4) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan danfatau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian PPK-SKPD meminta perbaikan dan/fatau
kepada bendahara pengeluaran penyempurnaan paling lambat 1
{satu) hari sejak diterimanya SPP-GU:

¢. PPK SKPD menyiapkan draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh PA,
sefelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah:
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d. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1} Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA bermeterai; dan
2} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan doekumen.
3. Perintah Membayar TU

a. Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPKUnit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan:

3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan  dan/atau  penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
[satu] hari sejak diterimanya SPP-TU;

c. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh PA, setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah;

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
([dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA bermeterai:
dan
Z) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
4. Perintah Membayar LS

a. Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu vang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPKSKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
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1} Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti  kelengkapan dokumen sesuai dengan  jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana vang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

4} Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung,

9} Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
danfatau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPKUnit SKPD meminta
perbaikan  dan/atau  penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS;

c. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-
Unit SKPD menyiapkan draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh
PA/KPA;

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA bermeterai:

2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD vang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) Resume ringkasan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD.

C. Dokumen Terkait perintah membayar antara lain sebagai berikut:

1.
2. SPM-GU
3.

4. 5PM-LS

SPM-UP

SPM-TU

V. PERINTAH PENCAIRAN DANA
A. Ketentuan Umum Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD vang

kemudian disebut dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan
digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM
yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan
kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD
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dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan

SPP yang diajukan. Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai

berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA vang ditujukan kepada Bank umum yvang ditunjuk oleh Bupati;

2. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM yang sudah lengkap dan benar;

3. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPM vang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran,

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan vang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

4. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dan tidak menerbitkan SP2D
vang diajukan PA/KPA apabila:

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
. dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap sesual ketentuan;

2. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tdak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari Kerja terhitung sejak diterimanya
SPM.

6. SP2D yang sudah masuk dalam daftar penguji secara otomatis/online
akan dipindahbukukan ke rekening penerima oleh Bank umum vang
ditunjuk oleh Bupati.

7. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperiuan
UP/GU/TU kepada PA dan SP2D untuk keperluan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga.

Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. 8P2D disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang:
a. Baki Rekening vang akan dicairkan
b. Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
c. Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut vang terinci menjadi:
1) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penvedia
barang/jasa
2) potongan yang bersifat transitoris.
B. Ketentuan Pelaksanaan
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. Atas pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan

Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernvataan Tanggung

Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

¢. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen vang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA

apabila:

a. tdak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

¢. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari

terhitung sejak diterimanya SPM, apabila terjadi ketidaksesuaian

dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut;

Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D, apabila proses verifikasi dinyatakan

lengkap.

C. Dokumen Terkait [lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain
sebagai berikut:

1.

o W B3

SP2D-UP

- SP2D-GU

SP2D-TU

. SP2D-LS8

VI. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
A. Ketentuan Umum

Pembukuan yang dilakukan ocleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja

daerah, antara lain sebagai berikut:

LW

Buku Kax Umum

Buku Pembantu Bank
Buku Pembantu Kas Tunai
Buku Pembantu Pajak
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5. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

. Bukt transaksi yang sah dan lengkap
. SPPUP/GU/TU/LS
. SPM UP/GU/TU/LS

. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundangundangan

B

1
2
3
4. 3P2D
S
. Ke

tentuan Pelaksanaan

1. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikurt:

.

Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D-
GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi
penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan
sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-
TU.

Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank
di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

. Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu melakukan
pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan
pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas
Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU vang
digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara atas pembayaran yang dilakukan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara ~ Pengeluaran Pembantu
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara
tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU
di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
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pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar

jumlah belanja bruto.
f. Pemungutan dan Penyetoran Pajak

1) Pada saat pemungutan/pemotongan  pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi
penerimaan.

2) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara/Rekening Kas
Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku
Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

2. BKU Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA.
Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

C. Dokumen Terkait [lustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran
antara lain sebagai berikut:

1. Register SPP-SPM-SP2D

BKU

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Kas

. Buku Pembantu Pajak

. Buku Pembantu Panjar

. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

=} & L & W b

VII. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN
A. Ketentuan Umum

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Sebagai bagian dari
tugas dan tanggung jawabnya. Penyusunan dan penyampaian LPJ
Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik. Laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai
berikut:
1. Bendahara Pengeluaran secara administratil wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikuinya.
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. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD
wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ
pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA.
. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.
. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas.
. Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yvang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
2. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
a. LPJ Penggunaan UP

1) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

2) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GU.

4) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
scbagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP
ke RKUD.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU
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1) Pertanggungjawaban penggunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu vang ditentukan sejak TU diterima.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
vang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3] PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangam oleh PA/KPA.

. Pertanggungjawaban Administratif

1) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

2] Pertanggungjawaban  administratif berupa LPJ vang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatil dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

a) BKU;
b} Laporan penutupan kas (BKU); dan
c] LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

3) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

. Pertanggungjawaban Fungsional

1] Pertanggungjawaban lungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

2) Pertangpungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri;

a) Laporan penutupan kas; dan
b) LP.J Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.
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4) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januan
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

B. Ketentuan Pelaksanaan
1. Pertanggpungjawaban Penggunaan UP

a. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ
penggunaan UP,

b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan
SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU
vang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada
PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

ec. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

3) Meneliti keabsahan bukti belanja.

3. Pertanggungjawaban Administratif

a. Penyusunan LPJ
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

2) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan
sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

a) BEL;

b} Laporan Penutupan Kas;
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¢} LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Penvampaian LPJ Administratf
1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LP.J Bendahara kepada PA

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja vang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

b) Meneliti penerimaan SP2D vang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

¢] Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
belanja dan pengeluaran kas

c. Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penvempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK
SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

e. Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

4. Pertanggungjawaban Fungsional

a. Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses veriikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

5. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

a. Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

1) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

2) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.
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b. Pertanggpungjawaban penggunaan TU

1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU vang dikelolanya telah
hahis/selesal digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau
telah sampai pada waktu vang ditentukan sejak TU diterima.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3] PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan wverifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

c. LPJ

1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,
dilampiri:

a) BKU; dan
b) Laporan penutupan Kas.

2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

C. Dokumen Terkait
Dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban  bendahara

pengeluaran antara lain sebagai berikut:

1.

s @M

LPJ-UP

LPJ-TU

Laporan Penutupan Kas
SPJ Administratil

SP.J Fungsional

VIII. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN
A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/penkatan lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa;
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keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang/jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundang-undangan

d. kewajiban lainnva Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan antara lain  hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

2. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,
Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a.

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Bupati perubahan APBD;

pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai kKetentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

a.
b.

melakukan perubahan Perda tentang perubahan APBD.
pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar

pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk

keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundangundangan,
Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a.

kepala SKPD menelii sebab-sebab terjadinya Kketerlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk
memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan
karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang/jasa;

Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan

perundang-undangan;
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c. melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

5. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yvang bersifat tetap, Pemerintah Daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah
Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

b. melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub Kegiatan serta Kode rekening berkenaan.

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

6. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian fkontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh
APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD;

IX. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
A. Ketentuan Umum
Belanja vang bersifat wajib adalah belanja vang harus dikeluarkan dalam
rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat
mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan olch Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yvang berkenaan.
Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja
yvang bersifat wajib dan mengikat adalah:
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1. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampakan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

4. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud di
atas diprnioritaskan untuk belanja vang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat belanja vang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati tentang
belanja wajib dan mengikat.

2. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau
DPA-SKPD, atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.

B. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

2. Dalam hal dokumen belum siap

SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK
Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu} tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Diatur ketentuan
terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:
A. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multivears),
harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
B. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRD.
C. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
D. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun
jamak sekurang-kurangnya memuart:
1. nama sub kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan sub kegmatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.
E. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
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1. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. Pekerjaan atas pelaksanaan sub Kegiatan yvang menurut sifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut /udara, makanan dan
obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan
jasa cleaning service;

3. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Bupati; dan

4. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir
sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud
dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Xl. DOKUMEN KELENGKAPAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
A. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola
penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas
pagu dana vyang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi
honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA,

2. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawal di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan
mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja
pegawal yang dikelolanya.

3. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :

a. Jumilah PPK SKPD yang membantu KPA :
« KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK
lainnya, jumlah PPK SKPD paling banvak & (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
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= KPA vang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD vang membantu PPTK dalam 1
(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
¢. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK vang digabungkan diatur sebagai
bernkut :
* Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKFPD
sebelum penggabungan; dan
* Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu
yvang dikelola PPK SKPD.
Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dan pagu vang dikelola; dan
Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium dimaksud.

. Besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terdapat

dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat

pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia

barang/jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Honorarium Pengguna Anggaran diberikan Kepada pengguna anggaran

dalam hal :

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, Konstruksi,

atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; atau

b. Menetapkan penvedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja

pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola

pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terdapat dalam

lampiran V1 Peraturan Bupati ini.

. Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan

Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari:
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1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan atau bukti
transfer;

3. Foto copy Surat Pengangkatan/SK Pembentukan Tim;

4. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan
peraturan perpajakan vang berlaku;

5. Dalam satu kode rekening sub kegiatan tidak diperkenankan menerima
honorarium lebih dari satu.

6. Jumlah keanggotaan dan Besaran honorarium Tim/Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan diatur dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Pembawa

Acara/Instruktur/Moderator, Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari:

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. Daftar hadir;

3. Surat Reputusan Pengangkatan /Penunjukan Tenaga
Ahli/Narasumber/Instrukiur /Moderator;

4, Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan atau bukti
transfer;

5. Surat permintaan tenaga ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator dari
Kepala SKPD kecuali Narasumber dari SKPD penyelenggara;

6. Surat tugas dari instansi yang mengirimkan atau SKPD penyelenggara;

7. Salinan materi/makalah yang disampaikan;

8. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan
peraturan perpajakan yvang berlaku.

9. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

» Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat dacrah
penyelenggara; atau

* Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta vang menjadi sasaran utama
kegiatanberasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

10. Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang
mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah,
dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja
perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

11. Besaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator
terdapat dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini;
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14.
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Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa
acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat
melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa
acara sebagaimana diatur dalam di atas, sepanjang didukung dengan
bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Jumlah keanggotaan Tenaga Ahli/Narasumber/Insirukiur/Moderator
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Narasumber/Instruktur/Moderator vyang  berasal dari SKPD
penyelenggara hanya dapat dibenkan sebesar 50% dan honorarium
dengan ketentuan peserta yvang menjadi sasaran utama kegiatan dari

luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

. Honorarium Komisi Irigasi

:

Susunan Organisasi, Keanggotaan, Tata Kerja, Tugas dan fungsi Komisi
Irigasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Irigasi di dukung oleh Sekretariat
Komisi Irigasi

Susunan Organisasi Sekretariat Organisasi ditetapkan dengan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah

Jumlah keanggotaan dan Besaran honorarium komisi irigasi diatur
dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini

. Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kab. Kolaka Timur diberikan dengan ketentuan yaitu :

1.

Insentif full time dengan waktu kerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu)
Minggu;

. Insentil part time dengan waktu kerja selama 2 (dua) - 3 (tiga) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu.

. Jumliah insentif vang diberikan terdapat dalam lampiran VI Peraturan

Bupati ini.

. Belanja pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari:

1.
2.

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;
Nota/kuitansi pembayaran dengan stempel penvedia. Pemakaian
meterai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

. Faktur pengiriman barang/Delivery Order (DO} atau vang

dipersamakan.

. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan

peraturan perpajakan yang berlalku.
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5. Bukti pencatatan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

H. Belanja pengadaan barang/jasa lainnya diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah).
Dokumen kelengkapan SPJ terdin dan:

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. Kuitansi pembayaran. Pemakaian meterai yang sesual dengan
peraturan yang berlaku;

3. SMPK/Kontrak/Surat pemesanan dengan spesihikasi terperinci;

4. Fakwur pengiriman barang/Delivery Order (DO) atau yang
dipersamakan;

5. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku;

Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekenaan Barang/Jasa;

10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa;

11. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

12. Bukti pencatatan dalam Sistemn Pengadaan Secara Elektronik.

O 8 =1 &

I. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) vang melalui toko daring atau retail online
Dokumen kelengkapan SPJ terdin dari:

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. E-billing

3. Surat Pesanan e¢-purchasing

4. Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

5. Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa;

7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa;

8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/.Jasa;

9. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

10. Print out bukti pembelian.

11. Bukti pencatatan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektromk.

J. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi yang melalu e-
purchasing :

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;
2. Kuitansi pembayaran. Pemakaian meterai yang sesual dengan

peraturan yang berlaku;



B2 -

Bukti informasi paket vang dicetak dari aplikasi katalog elektronik;

4. Surat Pesanan atau Surat Pesanan Konstruksi (khusus untuk

pekerjaan konstruksi);

Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima sesuai dengan
ketentuan;

Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku.

. Untuk pekerjaan cleaning service, belanja habis pakai sesuai dengan

pengadaan barang.

. Belanja pengadaan barang/jasa lainnya diatas Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Dokumen kelengkapan SPJ terdin dari :

1.
2,

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

Kuitansi pembayaran. Pemakaian meterai yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dilengkapi stempel toko/pihak ketiga;

Surat Perintah Kerja (SPK] bermeterai dengan dilampiri spesifikasi
terperinci untuk nilai diatas Rp.50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Surat Perjanjian bermeterai dengan dilampiri spesifikasi terperinci
untuk nilai diatas Rp.200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah),;

Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima sesuai dengan
ketentuan;

Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai Ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang dicetak dari aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Langsung/Bukti
pencatatan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

. Belanja jasa konsultansi
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari:

1.
2.
3.

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

Kuitansi pembayaran dengan meterai yang berlaku;

Surat Perintah Kerja (SPK] bermeterai untuk nilai sampai dengan
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilampiri dengan kerangka
acuan kerja terperinci;

Surat Perjanjian bermeterai untuk nilai di atas Rp. 100.000.000,00
{seratus juta rupiah) dilampiri dengan kerangka acuan kerja terperinci,
Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima sesuai dengan

leetentuan:
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6. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku.

7. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang dicetak dari aplikasi

Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Langsung/Bukti
pencatatan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

M. Belanja konstruksi
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari:

1.

e

o oo~ oo

10.
11.
12.

13.

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

Kuitansi pembayaran dengan meterai yang berlaku;

Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai untuk nilai sampail dengan
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Surat Perjanjian bermeterai untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

Berita Acara Pemeriksaan dan Benta Acara Serah terima sesuai
dengan ketentuan;

Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/.Jasa,

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan
peraturan perpajakan yvang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang dicetak dari aplikasi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Langsung/Bulkti
pencatatan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

N. Belanja pemeliharaan kendaraan Dokumen kelengkapan SPJ sesuai
dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa

dilengkapi dengan daftar barang/kendaraan vang diservice.
0. Belanja pengadaan pakaian dinas Dokumen kelengkapan SPJ sesuai
dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa

dilengkapi dengan daftar tanda terima pakaian dinas vang ditandatangani

masing-masing penerima.

P. Belanja pengiriman Kursus/Pelatihan/Diklat
1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;
2. Surat permintaan dari Pihak Penyelenggara;

3. Surat tugas dari pimpinan yang berwenang dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD);
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4. Kuitansi pembayaran dengan meterai yang berlaku bila ada
pembayaran kontribusi ke pihak penyelenggara;

5. Laporan hasil kursus/pelatihan.

. Belanja BBM

Selain pelaksanaan perjalanan dinas luar Kota dan dalam keta, dokumen

kelengkapan SPJ sesuai dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ

pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan struk/printout/kuitansi
belanja BBM:

. Belanja listrik, telpon, air, internet

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. Rekening pembayaran.

3. Struk/printout/kuitansi belanja Listrik, telepon, air, internet

. Belanja STNK/KIR/Perpanjangan pajak STNK

1. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

2. Fotocopy STNK dan bukti pembayaran pajak/retribusi.

. Belanja perjalanan dinas

1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Penimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024
dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 mengenai
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
sehagal berikut ;

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pegawai ASN, dan Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan
pembatasan dan  pengendalian Perjalanan Dinas  dengan
memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yvang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Pemenntah Daerah;

¢) efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan

d) transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah
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pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biava Perjalanan

Dinas,

3. Pegawai ASN sebagaimana pada angka 2, termasuk Calon Pegawa
Negeri Sipil.
4. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah orang

perorangan Warga Negara Indonesia selain Pgjabat Negara, Pejabat

Daerah,

dan Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas

termasuk anggoia keluarga vang sah dan pengikut rombongan lainnya

vang ditetapkan oleh Pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan.

a) Perjalanan Dinas Jabatan :
1} Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

d.

b
.
d

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnva;

pengumandahan (detasering);

. menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;

menghadap majelis penguji kesehatan pegawal negen atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan vang ditunjuk,
untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang
kesehatannyva guna kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;

mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis
Penguji Keschatan Pegawai Negeri;

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/83;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN yang meninggal dunia
dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

menjemput;/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN vang meninggal dunia
dari Tempat Kedudukan vang terakhir ke Kota tempat
pemakaman.

2) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
(a) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam

Kota/Kabupaten Kolaka Timur;
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(b) Perjalanan  Dinas Jabatan yang melewati batas
Kota/Kabupaten Kolaka Timur.

Batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 2] huruf b) sesuai

batas administratif wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjalanan Dinas Jabatan vang dilaksanakan di dalam kola

terdin atas:

(a} Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) jam; dan

(b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8
(delapan) jam.

Surat Perintah Tugas (SPT] Perjalanan Dinas Jabatan

dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang

dalam Surat Tugas vang diterbitkan oleh :

a. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Surat
Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah
untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon [l dan Pejabat
Fungsional Ahli Utama, Eselon Ill/Pejabat Fungsional Ahli
Madya, Esclon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional
Ahli Pertama, Staf ASN dan Non ASN/Pihak lainnya;

b. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat
Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah
untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon 11 dan Pejabat
Fungsional Ahli Utama, Eselon llI/Pejabat Fungsional Ahl
Madva;

¢. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat
Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten [l Bidang
Perekonomian dan Pembangunan untuk Eselon IV/Pejabat
Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Staf ASN dan
Non ASN/Pihak lainnya;

d. Apabhila Kepala Daerah berhalangan, maka penandatanganan
Surat Perintah Tugas (SPT) seperti yang disebutkan dalam
angka 5) huruf a) dan b) ditandatangani oleh Wakil Kepala
Daerah.

e. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi/dalam provinsi
dan dalam daerah Kabupaten Kolaka Timur oleh Ketua DPRD
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untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten
Kolaka Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh
Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon lI/Fungsional Ahli Utama,
Administrator/Pejabat Eselon Il ke bawah, Pejabat
Fungsional Ahli Madya, Eselon IV/Fungsional Ahli Muda,
Fungsional Ahli Pertama, ASN dan Non ASN, Ketua dan
anggota Tim Penggerak PKK, atau Pihak Lain.

. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah

bagi SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten 1l
Bidang Perekonomian dan Pembangunan bagi Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon 111, Eselon IV, Staf ASN,
Non ASN dan Pihak lainnya.

. 3PD dan Surat Perintah Tugas dibuat sesuail dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan

ini.

Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal
mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangam
Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf dj,
Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD
dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
Biaya Perjalanan Dinas :

a. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai

berikut:

1) wang harian;

2] biaya transpor;

3] biaya penginapan;

4) uang representasi;

5) sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

6) biaya menjemput/mengantar jenazah.

. Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1),

terdin atas:

1) uang makan;

2] uang transport lokal, dan;
3) uang saku.

¢. Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka

(2), terdiri atas:
1) Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/tempat sah



sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan
termasuk biaya perjalanan ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan  keberangkatan dan
kepulangan;

2) retribusi vang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/Pelabuhan keberangkatan dan  kepulangan;
dan/atau

3) biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari
pada pengadaan dan pembayaran tiket, Moda
Transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya penyedia
layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak
termasuk dalam harga tiket.

. Biaya transpor Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
huruaf c) terdiri atas:

1) Biaya transpor keberangkatan Dari kantor/rumah/tempat
sah kedudukan asal menuju tempat tujuan, dan

2) Biaya taksi

. Biaya transpor Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf d) dibayarkan one way atau sekali jalan darn

standar harga satuan yang lerdapat dalam lampiran vl

Peraturan Bupati ini. Jadi untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas

dibayarkan untuk keberangkatan dan dibayarkan lagi untuk

kepulangan.

Biaya taksi sebagaimana dimaksud huruf d) angka 2

merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan

kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Keberangkatan :

(a) Dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal menuju
terminal/bus/ stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan tempat tujuan; dan

(b} Dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
kedatangan menuju ke kantor/penginapan tempat
tujuan.

2} Kepulangan :

(a) dari kantor/ penginapan Tempat Tujuan menuju terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan
ke tempat kedudukan asal; dan

(b) dari  terminal bus /stasiun/bandara/pelabuhan
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kedatangan menuju kantor/rumah/tempat kedudukan
asal.

. biaya transport dalam rangka menghadiri/mengikuti kegpatan
insedentil dan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1}
huruf a), ¢} dan k) yang melewati batas administrasi ibu kota
kabupaten dalam wilayah administrasi kabupaten/kota
dibayarkan berdasarkan jarak tempuh dengan besaran
Rp2.800/km.

g. Biaya transport perjalanan dinas dalam daerah antar desa
dalam kecamatan yang sama diberikan biaya transpor dengan
ketentuan :

1} Jika jarak tempuh ke lokasi tujuan s 11 km diberikan biaya
transport sebesar Rp40.000,-

2} Jika jarak tempuh ke lokasi tujuan > 11 km diberikan biaya
transport sebesar Rpb0.000, -

h. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a) angka 3},
dengan ketentuan :

(1) Biayva penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk
menginap :

a. di hotel; atau

b. ditempat menginap lainnya.

(2) Dalam  hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan/melampirkan bukti biaya penginapan,
maka :

a) Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel ditempat tujuan sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah tentang standar satuan
harga/lampiran surat keputusan ini.

b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a)
tersebut dibayvarkan lumpsum.

i. Uang representasi sebagaimana dimaksud huruf a) angka 4)
dengan ketentuan:

(1) Uang Representasi Perjalanan Dinas dapat diberikan
kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya /
Pejabat Eselon I, dan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Pejabat Eselon Il yang melaksanakan Perjalanan



Dinas .Jabatan.

(2) Uang representasi bag Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
disetarakan dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

J. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud huruf a)
angka 5] dengan ketentuan :

(1) Khusus bupati/wakil bupati pejabat pimpinan tinggi
madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi
madya dan jabatan lain setara eselon | dapat diberikan
sewa kendaraan dalam kota.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka (1)
sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar
minyak dan pajak.

8. komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada angka 7) dicantumkan pada Rincian Biaya
Perjalanan Dinas sesuai dengan format yang tercantum pada
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

9. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten dan yang
dilaksanakan melewati batas administrasi kabupaten
sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan huruf b)
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

10. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 4 (empat)
tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DFRD,
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan Pejabat
lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
(1) Pesawat Udara Kelas Bisnis:;

(2] Kapal Laut Kelas VIP/Kelas 1A;
(3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
(4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setara,
dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

(1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi:
(2) Kapal Laut Kelas IB;
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{3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
(4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator /Pejabat Eselon
ll/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon [1V/Pejabat
Pengawas/PNS Golengan Ill serta Pejabat Lain yang setara,
dengan fasilitas transpor sebagai berikut:

(1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;

(2) Kapal Laut Kelas IIA;

(3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan

(4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

d. Tingkat D untuk PNS Golongan 11, Golongan I, dan Pihak
Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
(1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;

(2) Kapal Laut Kelas HB,;
[3) Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan
(4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan.

11. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain
yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah
ditentukan oleh Kepala Daerash sesuai dengan tingkat
pendidikan /kepatutan/tugas yang bersangkutan.

12. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7),
diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada angka 10), dengan ketentuan
sebagai berikut:

(a) uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan batas
satuan harga terlinggi yang ditetapkan dalam lampiran
peraturan kepala daerah;

(b) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan
dalam lampiran peraturan kepala daerah;

fc) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil
berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan
dalam lampiran peraturan kepala daerah;

{d) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada lampiran peraturan kepala daerah;

{e) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam
lampiran peraturan kepala daerah;
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(i sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil dan berpedoman pada lampiran peraturan kepala
daerah;

(g) biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai
dengan biaya riil; dan

{h) biaya angkutan jenazah termasuk vang berhubungan
dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai
dengan biaya riil.

13. Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada
angka 12) huruf b) dan biaya taksi sebagaimana dimaksud
pada angka 12) huruf ¢}, melebihi standar biaya yang
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dapat
dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran

14, Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b}
dilaksanakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan yang
ditanggung oleh panitia penyelenggara.

15. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, dan scjenisnya sebagaimana dimaksud pada
angka 14) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD
pelaksana SPD.

16. Panitia  penyelenggara menyampaikan  pemberitahuan
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 14) dan angka 15) dalam
surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

17.Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar,

dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 14),

seluruh  pelaksana  SPD dapat menginap pada

hotel/ penginapan yang sama.

18. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama sebagaimana dimaksud pada angka 17) lebih tinggi dan
satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam
lampiran VI Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
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2025, maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan

biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

19. Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal
laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)
jam, selama wakfu transportasi tersebut kepada pelaksana
SPD hanya diberikan uang harian.

20. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum
Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. Dalam hal Perjalanan
Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan biaya perjalanan
dinas dimaksud dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas
selesai.

21.Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan SPD dapat
dibebankan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam
kota.

22. Dalam hal perjalanan dinas antar daerah luar provinsi melalui
jalur darat, biaya transportasi dibayarkan berdasarkan jarak
tempuh sebesar Rp2.800/km dari daerah asal keberangkatan
ke daerah tujuan yang ditetapkan dalam surat perintah tugas
(SPT).

23, Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi
Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam Kkota
scbagaimana dimaksud pada angka 21) dapat dimintakan
kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa;

(¢} Surat keterangan dari badan atau lembaga pemerintah
yang berwenang;

(d) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari
syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi
lainnya; dan/atau

{¢) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemben tugas.

24, Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 22)
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya
penginapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa
kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan.

25. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang perjalanan




26.

27.

28.

29,

30.

31.

32

33.
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dinas, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana
dimaksud pada angka 23) tidak dapat dipertimbangkan untuk
hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf e) sampai
dengan huruf i).

Dalam hal jumlah hari perjalanan kurang dan jumlah hari
vang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi
perjalanan dinas, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah
diterimanya kepada PA/KPA.

Ketentuan pengambilan kelebihan wuang harian, biaya
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam
kota sebagaimana dimaksud pada angka 27) tidak berlaku
untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf
k).

Biava Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 9) huruf a) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud angka 2} dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada
angka 1) huruf b) tercantumdalam Lampiran Surat Keputusan
ini.

Pembavaran biava perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD
paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya
perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun
anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalu

mekanisme UP dan/atau mekanisme L3,

. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP

dilakukan dengan:

(a) Non Tunai, dan/atau

(b) Melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Pemberian uang muka kepada Pelaksana SPD dilakukan oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melalui PPTK berdasarkan persetujuan PA/KPA sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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34. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
dilakukan sebagai ketentuan berikut:

1

2]

3]

4)

5)

6]

7l

8)

9)

10)

Dilakukan melalui :

al] perikatan dengan penyedia barang jasa;

b} pelaksana SPD

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui

perikatan dengan penyedia jasa meliputi:

a] Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b} Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengkut
rapat, seminar dan sejenisnya.

Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat

berupa penvelenggara acara, biro jasa perjalanan,

perusahaan jasa transportasi, perusahaan jasa

perhotelan/penginapan.

Penetapan penyedia barang jasa dilakukan sesuai

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat

dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport

termasuk pengadaan/pembelian tiket dan/atau biaya

penginapan.

Kontrak/ perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan

untuk 1 (satu) paket kegiatan dan untuk kebutuhan

periode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak

diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yvang dikeluarkan

oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif

penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia

jasa penginapan/hotel.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa

didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan

oleh penyedia jasa sebagaimana diatur dalam

kontrak/perjanjian.

Atas dasar prestasi kerja yvang telah diselesaikan, penyedia

jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme

LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening
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pihak penyedia jasa atau Pelaksana SPD.

11) Dalam hal biaya perjalanan dinas vang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya
perjalanan dinas tersebut harus disetor ke RKUD.

12} Penyetoran kelebihan biava perjalanan dinas dilaporkan
pada PA/KPA dengan melampirkan surat tanda setor yang
telah divalidasi oleh bank.

13) Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan
dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-
SKPD berkenaan.

15) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan meliputi:

4) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas
dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran surat Keputusan ini;

b) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan
perjalanan dinas yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat
Keputusan ini

¢} pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya
transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan
jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan
oleh PA/KPA.

16. Biaya pembatalan vang dapat dibebankan pada DPA-
SKPD sebagai berikut:

a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau

b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportas: atau
biava penginapan vang tidak dapat dikembalikan.

35. Pertanggunjawaban Perjalanan Dinas
a) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan
kepada PA/KPA, berupa laporan pelaksanaan perjalanan
dinas dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan




b)

d

o

dinas.

Dokumen laporan pelaksanaan perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada

pemberni tugas paling lama 5 (lima) han kerja setelah

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

Dokumen pertanggungjawaban biava perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada

PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan

Dinas Jabatan dilaksanakan.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan :

1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan
dokumen berupa:

a. Surat Tugas vang sah dari pejabat yang berwenang;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan
pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau
pihak terkait wvang menjadi Tempat Tujuan
Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport lax, retribusi,
dan bukti pembayvaran Moda Transportasi lainnya;

d. apabila mengikuti seminar, bintek, kursus, atau
memenuhi undangan maka ditambah dengan surat
dari pihak penyelenggara, kuitansi pembayaran
apabila ada pembayaran kontribusi ke pihak
penyelenggara;

e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format vang
tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

f. bukti pembayaran vang sah untuk sewa kendaraan
dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penvewaan kendaraan:

g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya; dan

h. khusus Ketua dan Anggota DPRD melampirkan
pakta integritas;

i. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan
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melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan/atau
menunjukkan koordinat lokasi secara elektronik.

2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau
penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
huruf ¢} dan huruf f) tidak diperoleh atau tidak tersedia
dikarenakan  kondisi  tertentu  sehingga  bukt
pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan
dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban
biaya Perjalanan Dinas menggunakan  Daftar
Pengeluaran riil. Kondisi tertentu wajib dijelaskan dalam
laporan hasil perjalanan dinas.

36.Pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap

dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap
{dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan

dalam waktu yang sama.

37.Dalamm  hal pelaksanaan  kegiatan diklat/bimbingan

teknis/reses/kunjungan  kerja/studi  banding Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah wyang membutuhkan tenaga
pendamping dari  pegawai  sekretariat DPRD  agar
mempertimbangkan asas manfaat, kepatutan, kewajaran,
efisien, efektivitas kegatan.

U. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor

1. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biayva kegiatan rapat
atau pertemuan vang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatifyang paling sedikit melibatkan peserta dan luar
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

2. Rapat atau Pertemuan di luar kantor terdiri dar :

a. Paket fullboard;
b. Paket fullday;

.

Paket halfday; atau

d. Paket residence.
3. Paket fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a adalah
paket kegiatan rapat atau pertemuan vang dilaksanakan di luar kantor

sehari penuh dan menginap, terdiri dari :
a. Akomodasi 1 (satu) malam;

b, Makan 3 (tiga) kali;

¢. Kudapan (snack) 2 (dua) kali; dan
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d. Ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Peket fullday sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b adalah

paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor

minimal 8 {delapan) jam tanpa menginap, terdiri dar :

a. Makan 1 [satu)] kali;

b. Kudapan (snack) 2 (dua) kali; dan

¢. Ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Peket halfday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah

paket kegiatan rapat atau pertemuan yvang dilaksanakan di luar kantor

minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, terdiri dari :

a. Makan 1 (satu) kali;

b. Kudapan (snack) 1 (satu) kali; dan

¢. Ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Peket residence sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah

paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor

minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap, terdin dar :

d. Makan 2 (dua) kali;

e. Kudapan (snack) 3 (tiga) kali; dan

f. Ruang pertemuan dan fasilitasnya.

. Rapat atau pertemuan melalui paket fullboard sebagaimana dimaksud

Pasal 25 ayat (2) hurufl a, diberikan kepada :

a. Pejabat eselon Il atau yang disetarakan ke atas diberikan akomodasi
1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

b. Pejabat eselon III ke bawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 2 (dua) orang.

. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna

anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam

melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard,

Jullday, halfday, dan residence] dan mengutamakan penggunaan

fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan

prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada

peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis,

efelktif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan dan penyvelesaian pertanggungjawaban dan

peserta yang memerlukan wakiu tambahan untuk berangkat atau

pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan
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biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) har sebelum dan/ atau 1
(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

V. Belanja sewa tanah/bangunan

1.
4.
3.

e g &

L - I

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

Suratl perjanjian bermeterai;

Surat pernyataan bahwa tanah/bangunan benar-benar milik yang
menyewakan;

Berita acara kesepakatan harga sewa;

Fotocopy sertifikat/letter C;

Kuitansi pembayaran dengan meterai yang berlaku;

Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan
peraturan perpajakan yvang berlaku.

. Belanja pembebasan /ganti rugi tanah

. Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

. Kuitansi pembayaran dengan meterai yang berlaku;

. Proposal dari SKPD;

. Status tanah/ Fotocopy sertifikat/Leter C desa;

. Harga dasar tanah dengan menggunakan appraisal/Penilai

Independen;

6. SPPT PBB dan pelunasan PBB;
7. Berita acara penetapan harga vyang disetujui oleh Pemerintah

8.

Sewa Kendaraan

Kabupaten Kolaka Timur dan Pemilik tanah;
Pelepasan hak/Akta jual beli.

Sewa kendaraan dilaksanakan dengan kriteria :

a) Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insedentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insedentil

merupakan satuan biava yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa

kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)

bus besar untuk kegiatan vang bersifat insidentil (tidak bersifat terus

menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

1) Bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madva dan pejabat
vang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas
setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dan jabatan lain setara

eselon [; dan




=103 -

5) Besarannya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai negeri

sipil [PNS})/ non pegawai negeri sipil yang menjalankan lembur
ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Bupati.
Belanja BOS APBD

Dokumen kelengkapan SPJ sesuai dengan ketentuan dokumen

kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan :

1.
2.
3.

Tanda Bukti Pengeluaran Kas;

Kuitansi bermeterai ditandatangani penerima/Kepala Sekolah;
Rekapitulasi realisasi penggunaan belanja BOS yang ditanda tangani
Kepala Sekolah;

Surat Pernyataan bermeteral dari Kepala Sekolah bahwa belanja BOS
sudah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
sesuai dengan realisasi penggunaan belanja BOS.

Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh sekolah
selaku obyek pemeriksaan.

XIil. PENGGUNAAN BEA METERAI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
A. Bea Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikenakan atas dokumen
vang menyatakan jumlah uang atau menyebutkan penerimaan uang

dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Dokumen penerimaan uang dengan nilai nominal sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikenakan bea meterai.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH
I. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pengaturan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
A. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan
Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
B. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah
C. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
D. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam
tahun anggaran berjalan untuk:
1. menutupi defisit anggaran;
2. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya,
3. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;
6. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau
7. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan,
yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

II. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengaturan Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai

berikut:
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. Terhadap penerimaan Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan
pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan.

. Terhadap penerimaan yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD
mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan
yvang bersangkutan mencukupi.

. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPED.

. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RRKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk
pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaarn.

. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

1. pemenintah pusat;

2. pemerintah daerah lain;

3. lembaga keuangan bank;

4. lembaga keuangan bukan bank; dan
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5. masyarakat.

K. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah
pusat dilaksanakan melalui:

pembayaran langsung;

rekening khusus;

pemindahbukuan ke RKUD;

letter of credit; dan

ol T -

pembiayvaan pendahuluan.

L. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
pada sisi penerimaan.

M. Penatausahaan Penerimaan Pembiavaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penvajian dokumen vyang dilakukan secara
elektronik.

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengaturan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai

berikut:

A. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

B. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

C. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

D. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayvaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

2. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam pernintah pembayaran;

3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

E. Terhadap pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan

pencatatan atas pengeluaran pembiayvaan pada Buku Kas Penennmaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
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Terhadap pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD
mencatat pengeluaran pembiayvaan di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran

pembavaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesual dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri
uniuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupat dalam
bentuk deposito dan/fatau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko
rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran vang telah
ditetapkan.

. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan wusaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi

Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah vang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dekumen antara lain:

1. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
2. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.
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. Hasil penjualan kekayvaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih
setelah dikurang ava pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

. Dokumen vang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan antara lain:

1. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayvaan daerah vang
dipisahkan;

2. Bukti hasil penjualan kekavaan daerah yang dipisahkan;

3. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yvang

dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan

dan Pengeluaran Pembiayaan.

. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.

. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
pemberian pinjaman/pemberian utang.

. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
utang/obligasi daerah.

. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM

HONORARIUM
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 2 3 4
I.1 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN (PA) /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta OB Rp. 1.040.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. OB Rp. 1.250.000
250 juta
. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp. 1.450.000
500 juta
. Nilai pagu dana di atas Rp. S00 juta s/d Rp. OB Rp. 1.660.000
1 Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.970.000
2,5 Miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.280.000
S Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.590.000
10 Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. OB Rp. 3.010.000
25 Miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 3.420.000
50 Miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. OB Rp. 3.840.000
75 Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.250.000
100 Miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.770.000
250 Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. OB Rp. 5.290.000
500 Miliar
. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. OB Rp. 5.810.000
750 Miliar
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NO URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 F 4
o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. OB Rp. 6.330.000
1 Triliun
NO URAIAN BATUAN BESARAN
I 7 3 4
1.2 BENDAHARA UMUM DAERAH [BUD) 0B Rp. 6.330.000
1.2.1 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) OB | Rp. 3.550.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 3 4
L3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|FPTE)
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta OB Rp. 1.010.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. OB Rp. 1.210.000
250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp. 1.410.000
500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp, OB Rp. 1.610.000
1 Miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp OB Rp. 1.910.000
2.5 Miliar
f. Wilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.210.000
5 Miliar
g. Nilai pﬂﬂlﬂﬁﬂ;?ﬂtﬂﬂ- Rp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.520.000
10 Miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 0B Rp. 2.920.000
25 Miliar
i, Nilai pagu dana di atas Rp, 25 Miliar s/d Rp. | OB | Rp. 3.320.000
50 Miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 0B Rp. 3.720.000
753 Mihar
k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.130.000
100 Miliar
1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.630.000
250 Miliar
NO URAIAN SATUAN BESARAN

F;
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1.4 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGHAT DAERAH (PPK
SKFD)
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta oB Rp.  400.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. OB Rp.  480.000
250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 0B Rp. 570.000
500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. OB Rp. 660,000
1 Miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. oB Rp. 770.000
2,5 Miliar
[. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d | OB Rp.  880.000
Rp. 5 Miliar ]
g. Nilai pagu dana di atas RBp. 5 Miliar s/d Rp. | OB Rp.  990.000
10 Miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 0B Rp. 1.250.000
25 Miliar
i, Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.520.000
50 Miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.780.000
75 Miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar 5/d Rp. OB Rp. 2.040.000
100 Miliar
l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d OB Rp. 2.440.000
Rp. 250 Miliar
NO URAIAN SATUAN BESARAN
i 2 k] 4
1.5 | BENDAHARA PENGELUARAN  ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN -
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta OB Rp. 340.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. OB Rp. 420.000
250 juta
¢. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp.  500.000
500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. I OB Rp.  570.000
1 Miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. | 0B Rp.  670.000
2.5 Miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Miliar s/d OB Rp.  770.000

Rp. 5 Milar




=112~

g. Nilai pagu dana di atas Hp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 860.000
10 Miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. QB Rp. 1.090.000
25 Miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.320.000
50 Miliar

j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. | B Rp. 1.550.000
75 Miliar |

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.780.000
100 Miliar

|

l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d | OB Rp. 2.120.000

Rp. 250 Miliar

Catatan | Fendahara Penerimaan berada SKPD yang memurngul Pendapatan Doeraf

NO URAIAN SATUAN BESARAN

I 4 J 4

1.6 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta OB Rp. 260.000

b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 0B Rp. 310,000
250 juta

¢. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp. 370.000
500 juta

d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. OB Ep. 430,000
1 Miliar

e, Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. OB Rp. 500.000
2,5 Miliar

. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d OB Rp.  570.000
Rp. 5 Miliar

g- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 640.000
10 Miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. OB Rp. B10.000
25 Miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 980.000
50 Miliar

j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. | OB Rp. 1.150.000
75 Mhliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.330.000
100 Miliar

. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d OB Rp. 1.580.000
Rp. 250 Miliar

Catatan : Bendahara Penerimaan Pembantu berada di SKPD yang mengelola Pendapatan Daerah.
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NO URAIAN SATUAN BESARAN
i ] E] 4
LT HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK
DAERAH
a. Penanggung Jawab BMD OB Rp. 4.000.000
b. Koordinator BMD OB Rp. 3.000.000
¢. Admin BMD =] Ep. 2.000.000
d. Pengurus BMD SKPD OB | Rp. 1.500.000
€. Pembantu Pengurus BMD (Khusus Bagian oB Rp. 1.000.000
Setda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas
Kesehatan)
NO URAIAN BATUAN BESARAN
! 2 X 4
1.8 HONORARIUM ADMIN GAJI SKPD
a. Nilai pagu gaji di atas Rp. 100 juta s/d Rp. | OB Rp. 200.000
250 juta
b. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp.  300.000
500 juta
c. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 500 juta s/d Rp. OB Rp.  400.000
1 Miliar
d. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. OB Rp. 500.000
2,5 Miliar
e. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. OB Rp.  550.000
5 Miliar
[. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp.  600.000
10 Miliar
g Nilai pagu Gaji di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. OB Rp.  650.000
25 Miliar
h. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 700.000
50 Miliar
i. Nilai pagu Gaji di atas Rp. 50 Miliar s,/d > Rp. OB Rp. 750.000
75 Miliar
NO URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 3 4
1.9 | Honorarium Konversi Aplikasi dan Admin
a. Koordinator Admin Pengelola Keuangan 0B Rp. 2.750.000
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| b. Admin SIM Gaji Taspen Terpusat OB Rp. 2.500.000
¢. Admin SIKD 0B Rp. 1.250.000
d. Admin SIPD Akuntansi dan Pelaporan oB Rp. 2.500.000
SKPKD
e. Admin SIPD Penatausahaan SKPKD | OB Rp. 2.500.000
f. Admin SIPD Perencanaan SKPKD I 0B Rp. 2.500.000
g. Admin Aplikasi E-Sisfo, E-Monitoring, dan E- OB Rp. 1.500.000
Pelaporan Kementrian/Pusat
h. Admin OM SPAM DAK-DANA DESA PEMDA OB Rp. 1.500.000
i. Administrator Database Kependudukan OB Rp. 500.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 2 o 3 4
1.10 | HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN OB Rp680.000,00
BARANG/JABA
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASBILAN
KHUSUS KELOMPOK KERJA UKPBJ
& Ketua OB RpB.000.000,00 |
b. Anggota OB Rp 7000, 000,00
HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA (UKPEJ)
a. Kepala OB | Rpl.000.000,00
b. Sekretaris/Staf Pendukung OB Rp730.000,00
NO URAIAN SATUAN BESARAN
I F; 3 ¥
L11 HONORARIUM MODERATOR OK | Rp.700.000
.12 HONORARIUM PEMBAWA ACARA OK Rp. 400.000

HO UTRAIAN SATUAN BESARAN
! I 2 3. Fi
1.13 | Honorarium Narasumber, Moderator atau
Pembawa Acara Profesional
a. Honorarium Narasumber o Rp 1.700.000
b. Honorarium Moderator OK Rp 1,000,000
¢. Honorarium Pembawa Acara Profesional OK Rp.750.000 |

Catatan : Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional
(pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber,
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moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam di atas, sepanjang didukung dengan
bukti pengeluaran ril (pembiayaan secara at cost).

NO URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 K} 4
I.14 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
a. Pengarah OB Rp. 1.500.000
b. Wakil Pengarah OB Ep. 1.350.000
¢. Penanggung Jawab OB Rp. 1.250.000 |
d. Ketua 0B Rp. 1.000.000
e. Walkdl Ketua OB Rp. B50.000
[. Sekretaris OB | Rp. 750.000
g Anggota OB Rp. 750,000
Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a. Pengarah | oB Rp.  750.000

! b. Wakil Pengarah | OB Rp. 725000
c. Penanggung Jawab OB Rp.  700.000
d. Ketua OB Rp. 650.000
e. Wakil Ketua OB Rp., 600.000
{. Sekretaris oB Rp. 500.000
E- Anggota OB Rp.  500.000

Penjelasan :

(1) Tim yang keanggotaannva berasal dar lintas satuan kerja perangkat daerah,
pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat
eselon I, pejabat eselon I, pejabat eselon IIl, pejabat eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat
diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Klasifikasi
No Jabatan
| II 111
1 |Pejabat Eselon | dan Eselon Il 2 3 4
2 [Pejabat Eselon 111 3 -1 5]
3 Pejabat Eselon [V, pelaksana, dan
pejabat fungsional 5 6 7

(2) Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
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(3} Klasifikasi | dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota
vang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan  tertinggi
lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per
bulan.

(4) Klasifikasi Il dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota

yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan

tertinggi

lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00( enam jutarupiah) per bulan dan

kurang dari Rp20.000.000,00 {dua puluh juta rupiah} per bulan.

(5) Klasifikasi IIl dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota
vang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belummenerima

tambahan penghasilan.
(6) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah

sebagai berikut :

a. Mempunyai keluaran | output) jelas dan terukur;

b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :

1. Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah
daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh

kepala daerah; atau

2. Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani

oleh sekretaris daerah.

c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

¢, Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

NO URAIAN SBATUAN | BESARAN
I & 3 i
1.15 | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana | B
Kegiatan
Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a. Ketua/Wakil Ketua OB Rp. 250.000
b. Anggotla OB Rp.  220.000 |

1) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :
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a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
vang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan vang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

2] Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten melakukan evaluasi
terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.

NO URAIARN SATUAN BESARAN

I 3 3 F

I1.16 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN

AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA

a. Honorarium Pemberi Keterangan OK Rp. 1.800.000
Ahli/Saksi Ahli
b. Honorarium Beracara OK Rp. 1.800.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN
i 2 3 3

I.17 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI

NEGERI SIPIL

a. SLTA OB Rp. 2.100.000
b, D1/DII/DIlfSarjana Terapan 0B Rp. 2.400.000
e. Sarjana (S1) OB Rp. 2.600.000
d. Master (32) OB Rp. 2.800.000 |
e. Doktor [S3) 0B Rp. 3.000.000

(1)

(2)

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai
pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat
untuk melakukan penyvuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat
yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih
tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini
dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yvang mengatur tentang
upah minimum Provinsi, atau Kabupaten, dengan ketentuan :

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)diberikan sesuai upah

minimum provinsi, Kabupaten, atau kota setempat;
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Lulusan DI1/DIl/DIll/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,
atau kota setempat;

. Lulusan Sarjana (S]) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh

empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau Kota
setempat;

Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota
setempat; dan

Lulusan Doktor ($3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh
persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

NO URAIAN SATUAN _| BESARAN
] ] 3 F]
1.18 | HONORARIUM ROHANIAWAN 0K Rp. 400,000
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 d 3 4
1.19 | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL
a. Penanggung Jawab Oter Rp. 500.000
b. Redaktur Oter Rp.  400.000
¢. Penyunting/Editor Oter Rp.  300.000
d. Design Gratis Oter Rp. 180.000
e. Fotografer Oter Rp. 180.000
. Sekretariat Oter Rp. 150.000
2. Pembuat Artikel Per Rp.  200.000
Halaman |

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan

penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis,

dan tidak berupa struktur organisasi tersendirl. Apabila diperlukan,

dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.500.00000

{satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
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NO URAIAN SATUAN BESARAN
! 2 3 4

.20 | HONORARIUM TIM PENYUSUN SATUAN BESARAN
BULETIN/MAJALAH
a. Penanggung Jawab Oter Rp. 400.000
b. Redaktur Oter Rp.  300.000
c. Penyunting/Editor Oter Rp. 250.000
d. Design Gratis Oter Rp. 180.000
e. Fotografer Oter Rp. 180.000
f. Sekretariat Oter Rp. 150.000
g. Pembuat Artikel Per Halaman | Rp.  100.000

1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat

diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk

media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website
atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

2) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak
diberikan honorarium dimaksud.

NO URAIAN SATUAN BESARAN
! ) 3 4
.21 | HONORARIUM TIM  PENGELOLA| SATUAN | BESARAN

TEENOLOGI INFORMASI/PENGELOLA
WEESITE
a. Penanggung Jawab OB Rp. 500.000
b, Redalitur OB Ep. 450,000
¢, Editor O EBp. 400,000
d. Web Admin OB Rp. 350.000
€. Web Developer OB ‘Rp.  300.000
f. Pembuat Artikel Per Halaman | Rp. 100,000

1) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada
penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan

pejabat vang berwenang.
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2) Majalah adalah terbitan berkala vang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca
3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta

singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara penodik yvang

ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

NO URAIAN SATUAN BESARAN |
[ 1 ] ] 4 |
'1.22 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN
UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR
| |
a. Penyusun dan Pembuat Bahan Ujian Naskah / Rp.150.000 I
Pelajaran
b. Pengawas Ujian OH Rp.240.000
| c. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata | Rp. 5.000
Ujian
' 1.23 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH
a. Penyusun dan Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Rp.190.000
Pelajaran
b. Pengawas Ujian OH Rp.270.000 |
|
' c. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa,/Mata Rp. 7.300 |
Ujian

Honorarium Penulisan Butir Scal Tingkat Kabupaten diberikan sesuai
dengan kepakaran kepada penyusun scal yang digunakan pada penilaian
tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti scal ujian
berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, socal calon
non akademik seperti soal
tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes

aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian

kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawail, soal
kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

NO | URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 T 3 F
.24 | HONORARIUM PENCERAMAH OJp Rp. 1.000.000

Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen)
dari honorarium penceramah.
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NO URAIAN SATUAN BESARAN
f 2 K] 4
| 125 | HONORARIUM FENGAJAR YANG Orang/ |Rp. 300.000

BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA Jam /[
PERANGEAT DAERAH PENYELENGGARA Pelajaran
HONORARIUM PENGAJAR YANG Orang / |Rp. 200.000
BERASAL DARI DALAM SATUAN KERJA Jam /
PERANGEKAT DAERAH PENYELENGGARA | Pelajaran

1) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar

satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan
pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara.

2) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yvang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyvaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah
minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

NO URAIAN BATUAN BESARAN

] 7 3 F]
.26 A HONORARIUM PENYUSUNAN MODUL Per Modul | Rp.5.000.000
DIKLAT
NO URAIAN BATUAN BESARAN
I 2 3 L
.27 | HONORARIUM PANITIA PENYELENGGA i

KEGIATAN DIKLAT

a. Lama Diklat s/d 5 hari

- Penanggung Jawab OK Rp. 450.000
_Ketua/Wakil Kerua OK Rp. 400.000 |
- Sekretaris OK Rp. 300.000
- Angpgota OK Rp. 300.000

| b. Lama Diklat 6 s/d 30 hari |

- Penanggung Jawab _ OK Rp. 675.000
- Ketua/Wakil Ketua OK Rp. 600.000
- Sekrelaris OK Rp. 430,000

- Anggota OK Rp. 450.000 |
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c. Lama Diklat lebih dari 30 hari

- Penanggung Jawab Ok Rp. 900.000
- Ketua/ Wakil Ketua OK Rp. 800.000
- Sekretaris OK Rp. 600,000
- Anggota OK Rp. 600,000
No Nama Kegiatan Satuan Besaran
1 2 3 4
.28 HONORARIUM KOMISI IRIGASI
1 Honorarium Pengurus Komisi Irigasi Kab. Kolaka
Timur
- | Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Orang/ | oo 1.000.000
- | Ketua Harian Komisi Irigasi Kabupaten %;Tﬂg E‘; Rp.1.000.000
- | Sekretaris Komisi Irigasi Kabupaten TD'.'““EI /| rp. 750.000
4 R Orang /
- | Ketua Bidang Komisi Ingasi Kabupaten e Rp. 750.000
- | Anggota Komisi Irigasi Kabupaten .E_lm“:ﬁa"lrn Rp. 750.000
4 Honorarium Sekretariat Komisi Irigasi Kab.
Kolaka Timur
- | Ketua Sekretariat Komisi Irigas: Kabupaten UEII-?J ?:n"’ Rp. 250.000
_ | Anggota Sekretariat Komisi Irigasi Drm?g:_f
Kabupaten | Bulan Rp. 220.000
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1.29 | HONORARIUM TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
a. Pembina (Bupati) OB Rp. 3.500.000
b. Pengarah (Wakil Bupati) OB Rp. 3.000.000
c. Ketua (Sekda) OB | Rp. 2.500.000
d. Wakil Ketua (Kepala BPKPD) OB | Rp. 2.000.000
e. Sekretaris (Kepala Bappeda & Litbang) OB Rp. 1.500.000
[. Anggota OB Rp. 1.300.000
| HONORARIUM SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
a. Ketua OB Ep. 1.000.000
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. Sekretaris

OB

Rp. 900.000

¢. Anggota

OB

Rp. 600.000

(1) Jumlah anggota pada tim anggaran pemerintah berdasarkan
kebutuhan daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah.
(2) Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

o URAIAN SATUAN =~ BESARAN
2 F 4
.30 | SATUAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
Jasa Tenaga dengan Perjanjian Kerja '
Tenaga Pelayanan Umum OB Rp. 1.000.000
Tenaga Administrasi OB Rp. 1.000.000
Tenaga Operator Komputer OB Rp. 1.000.000
f Honorarium Kegiatan Paskibraka
| Jasa Instruktur/Pelatih Paskibraka oK Rp. 3.000.000
] Y Jumlah
Jasa Tata Rias Peserta Paskibraka Rp. 100.000
Peserta | _J
NO UTRAIAN SATUAN FULLTIME PART TIME
1 2 3 4
.31 | SATUAN INSENTIF/JASA TENAGA KESEHATAN
Insentif Dokter Puskesmas
4 Non Rawat Inap 0B Rp. 3.000.000
Insentil Dokter Puskesmas
2, Retwat Iriap OB Rp. 4.000.000 .
Insentif Dokter Puskesmas '
3. Sangkona dan Decel OB Rp. 10.000.000
Insentif Jasa Dokter
* | Umum PNS OB | Rp. 5.000.000
Insentif Jasa Dokter
B |y s OB |Rp. 7.000.000
Insentif Dokter Spesialis
B. Fenunjimg OB Rp. 15.000.000
Insentif Dokter Spesialis .
7. | Dasar (Bedah,Obgyn, OB | Rp. 30.000.000 | Rp. 20,000,000
Anak, Penyakit Dalam)
Insentif Dokter Spesialis
_f-'i- Patologi Klinik N OB | Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000
Insentif Dokter Spesialis
9. Endiulngi 0B Ep. 25.000.000 Rp. 20.000.000
Insentif Dokter Spesiali . i
1, | R TR OB | Rp. 30.000.000 | Rp.20.000.000
In tif Dolet iali
S iy o SRtwialis OB |Rp.25.000.000 | Rp.20.000.000
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bl b OB |Rp.25.000.000 | Rp20.000.000
13. g:d“:hﬁrmnu?ﬁ“ Spesialis OB |Rp.25.000.000 | Rp 20.000.000
14, g‘:“;;iﬁz ~pEalRilE OB | Rp. 25.000.000 | Rp 20.000.000
15. | Insentil Penata Anastesi OB Rp. 4.000.000
16. g‘:hﬂfmgm‘ OB |Rp. 950.000
NO URAIAN SATUAN  BESARAN
1 - | 3 L
.32 | SATUAN HONORARIUM TENAGA AHLI )
1. Jasa Pelatih Tari/Penari OB Rp.1.000.000
2. | Jasa Tenaga Ahli Fraksi OB Rp.2.000.000
3. | Jasa Tenaga Ahli/Pakar DPRD OB Rp.2.500.000
4. Jasa Pelatih/Instruktur OJ Rp. 900.000
7. T:::;::;E“ Ahli Pendamping Pasca ok | Rp. 450.000
8. | Jasa Tenaga Ahli Surveyor Akreditasi oK Rp. 900.000
9. | Jasa Tenaga Ahli KLHS OB Rp.1.000.000
10. | Jasa Advokasi OK Rp.1.800.000
11. | .Jasa Tolea OB Rp.1.000.000
12. | Jasa Tim Musik Kesenian OB Rp.1.000.000
13. | Jasa Instruktur Bela Diri OB Rp.1.000.000
14. | Jasa Instruktur Korsik oB Rp.1.000.000
15. | Jasa Pembuat Magra (MTQ/STQ) OK Rp.1.000.000
16. | Jasa Panitera (MTQ/STQ) OK Rp.1.000.000
17. | Jasa Official / Pendamping MTQ/STQ OK Rp.1.500.000
18. | Jasa Anggota Dewan Hakim (MTQ/STQ) OK Rp.1.500.000
g, |Jasa Sekretaris Dewan Hakim OR Rp.1.650.000
(MTQ/STQ)
20. |Jasa Ketua Dewan Hakim (MTQ/STQ) OK Rp.1.750.000
21. | Jasa Pelatih (MTQ/STQ) OK Rp.1.750.000
Ly URAIAN SATUAN = BESARAN
s 2 . 5
133  SATUAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG n
SOPIR
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NO URAIAN SATUAN| BESARAN
1 2 3 4
1. Sopir Bupati OB Rp. 2.500.000
2. Sopir Wakil Bupati OB Rp. 2.500.000
3. Sopir Ketua DPRD OB Rp. 2.5200.000
4, Sopir Wakil Ketua DPRD OB Rp. 2.500.000
L Sopir Eselon [la 0B Rp. 2.500.000
6. Sopir Eselon [Ib OB Rp. 2.000.000
7 Sopir Operasional Ketua TP-PKK OB Rp. 2.000,000
g | Sopir Kabag Lingkup SETDA, Camat dan o Rp. 1.750.000
Kepala RSUD
9. | Sopir Mobil Hidraulik OB Rp. 1.250.000 |
10. | Sopir Operasional Rujab KDH OB Rp. 1.250.000
11. I Sopir Operasional Rujab WKDH OB Rp. 1.250.000
12. | Sopir Operasional Perlengkapan OB Rp. 1.250.000
13. | Sopir Mobil Ambulance OB Rp. 1.250.000
14. | Sopir Mobil Jenazah OB Rp. 1.250.000
15. | Sopir Mobil Operasional OB Rp. 1.250.000
16. | Sopir Operasional Persampahan OB Rp. 1.500.000
CLEANING SERVICE
1. | Jasa Cleaning Service OB Rp. 1.000.000
PENYULUH KONTRAK
1. Penvuluh Kontrak THL-TBPP SMA OB Rp. 1.200.000
_2— pm;,ru]uh Kontrak THL-TBPP D1/DI1/DIII 0B Rp. 1.500.000
Sarjana Terapan
3. Penyuluh Kontrak THL-TBPP Setara S1 OB Rp. 2.000.000
ALAT BERAT
1. Operator Alat Berat OB Rp. 1.500.000
2, | Operator Alat Berat OH Rp. 200.000
3, Pembantu Operator Alat Berat OH Rp. 120.000
4. Operater Dump Truck OB Rp. 1.500.000
5. | Operator Tronton OB Rp. 1.500.000
6. | Pembantu Operator Alat Berat OB Rp. 1.000.000
T Pembantu Operator Dump Truck OB Rp. 1.000.000
8. Pembantu Operator Tronton OB Rp. 1.000.000 |

JASA LAINNYA
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e URAIAN SATUAN |  PBESARAN

I 2 3 4

1. | Mekanik OH Rp. 300.000
2. | Petugas Jaga Saat Hari Raya (Medis) OH Rp. 200.000
3. Petugas Jaga Saat Hari Raya (Paramedis) OH Rp. 150.000
ety |on | amom
5. | Recepsionist OB Rp. 1.000.000
6. Recepsionist Khusus Ruangan Bupati oB Rp. 1.500.000
i Pramubalkti OB Rp. 1.000.000
8. | Tenaga Keamanan OB Rp. 1.000.000
9. Caraka OB Rp. 1.000.000
10. | Tenaga Pembantu Umum OB Rp. 1.000.000
11. | Tenaga Pembantu Teknis Kegiatan 0B Rp. 1.000.000
12. | Tukang Cuci RSUD OB Rp. 1.000.000
13. | Tukang Masak RSUD 0B Rp. 1.000.000
14, | Pramusaji (RSUD) OB Rp. 1.000.000
15. | Tenaga IT & Multimedia 0B Rp. 1.500.000
16. | Guru Bukan PNS (GBPNS) OB Rp. 1.250.000
17. ﬂﬂiﬂ;'ﬂﬂm Rumah OB Rp. 1.000.000
18, | Juru Pengairan OB Rp. 500.000
19. | Direksi Teknis Pengaman Sungai OB Rp. 500.000
20, Direksi Teknis OB Rp. 500.000
21. | Direksi Teknis 0B Rp. 500.000
22, | Pengamat Pengairan o | Rp. 600.000
23, ?r.ngawaa Irigasi 0B Rp. 1.000.000
24, | Penjaga Bendung OR Rp. 1.000.000
25. Penjaga Pintu Air 0B Rp. 1.000.000
26. Pengumpul Data Statistik Perkebunan OB Rp. 1.000.000
26. | Jasa Tenaga Penanganan Bencana OB Rp. 1.000.000
97 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan OB Rp. 1.000.000

Penvelamatan

28. | Jasa Tenaga Keamanan (Security TPA] OB Rp. 1.000.000
20, ;im Tgmgaﬂi::]::raihﬂn [Petugas oB Rp. 1,500,000
30. | Honorarium LPM OB Rp. 1.000.000
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URAIAN SATUAN
1 2 3 4

31 Honorarium Taruna Siaga Bencana OB Rp.1.000.000
(TAGANA)

39 Honorarum Tenaga Kesejahteraan OB Rp.1.000.000
fxﬂﬂ'ﬂ] Kecamatan (TESK)
Honorarium Satuan Bakti F'Ekﬂljﬂ Sosial . T50.000

- (SAKTI PEKSOS) OB R

34, Honorarium Tenaga Pendamping 0B Rp. 750.000
Keluarga Harapan

3s. Hunnr&ngm Koordinator Tenaga oB Rp.1.000.000
Pendamping Keluarga Harapan

36. Honorarium Pengelola Gudang Logistik OB Rp.1.000.000
Honorarium TFL Haﬂ'm}mt [H‘ﬂﬁlﬂmﬂ .2.000.000

37- | DAK Sanitasi) OB Rp

38, Honorarium Tokoh Agama OB Rp. 600.000
Jasa Direksi Teknis (Pembangunan

39. | Gedung, Jalan, Jembatan, SPAM, IPAL, OB Rp. 500.000
Drainass)

40. | Kepala Lingkungan OB Rp. 1.000.000
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan . 1.000.000

A Sarana Umum R i

42, Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik OB Rp. 1.000.000

43, | Jasa Pengamanan Lalu Lintas OB Rp. 1.000.000

44. | Jasa Pengendali Lalu Lintas OB Rp. 1.000.000
Jasa Direksi Teknis (Pembangunan 1.000.000

- | Gedung Rumah Sakit) Lo th
(PIP/PAMSIMAS)
Pejabat Pengoreksi SPP/SPM ROP

4. Pejabat Pengelola dan DPMU 0B Rp. 600.000
(PIP/PAMSIMAS)

48, Pengelola dan DPMU (PIP/ PAMSIMAS) OB Rp. 500.000

gy, | Fonoreniam Fengacai OF hutin oB | Rp. 1.000.000
Jaringan Irigasi
Honorarium Koordinator OP Rutin . 750.000

o | Jaringan Irigasi oB =

51. Honorarium OP Rutin Jaringan Irigasi 0B Rp. 500.000

50, Hur.tlurn.riLTm Pelaksana Lapangan OP oB Rp. S500.000
Rutin Jaringan Irigasi

53. | Insentif Tenaga Bebas Radiasi OB Rp. 425.000

54. | Jasa Supir Bus Sekolah OB Rp. 2.000.000
JASA KALIBRASI

| B Daya Hantar Listrik Sampel | PP 45.000
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" URAIAN SATUAN| BESARAN
] 2 5 4
2. | Fluorida (F) Sampel | Rp. 45.000
3. Sulfat (SO) Sampel Rp. 45.000
4, Derajat Keasaman (Ph) Sampel Rp. 45.000
5. | Magnesium (Mg Sampel | Rp. 45.000
6. Kalsium (Cal) Sampel Rp. 45.000
7. Kesadahan (CaC02) Sampel | RP- 45.000
8. | Klorida (Cl) Sampel | Rp. 45.000
9. Kebisingan Sampel Rp. 50.000
10. | Debu Sampel | Rp. 50.000
11. | Minyak Lemak Sampel | Rp. 50.000
12. | Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) Sampel | Rp. 50.000
13. | Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) Sampel Rp. 50.000
14. | Oksigen Terlarut (DO) Sampel | EP. 50.000
15. | Nitrit (NO2j Sampel | Rp. 50.000
16. | Nitrat (NO2) Sampel Rp. 50.000
17. | Zat Padat Tersuspensi (TSS) Sampel | Kp. 50.000 |
18. | Zat Padat Terlarut (TDS) Sampel | Rp. 50.000
19. | Ammonia (NH3N) Sampel | RP. 50.000
20. | Hydrogen Sulfida (H28) Sampel | RP. 55.000
21. Il Sox Sampel Rp. 60.000
22. | Nox Sampel | Rp. 60.000
23. Detergen Sampel Rp. 60.000
24, | Zat Organik (KMnO4) Sampel | Rp. 60.000
25. Phospat (PO4) Sampel Rp. 60.000
26. Secret (Gram, M.Blue, Langsung) Sampel Rp. 65.000
27. | BTA [REITZ Serum) 3x Sinipe Rp. 65.000
28, | BTA (Sputum) 3x Sampel | Rp. 65.000
29, | Kobalt [Co) Sampel | RP. 65.000
30. | Baron (B) Sampel | RP. 65.000
31, | Barium (Ba) Sampel | RP- 65.000
a2, | Kromium Total (Cr) Sampel | Rp. 65.000
33, | Aluminium (Al] Sampel | Rp. 65.000
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no URAIAN SATUAN  BESARAN
1 2 a 4
34. | Besi(Fe) Sampel | Rp-  65.000
35 | Pestisida Total Sampel | RP. 65.000
36. | Timbal (Pb) o Sampel | Rp.  70.000
37 Mangan (Mg) Sampel Rp. 70.000
38 | Kadmiun (Cd) Sampel Rp. 70.000
39, | Seng (Zn) Sampel | Rp-  70.000
40. | Tembaga [Cu) Sampel | Rp- 70.000
41, | Nikel [Ni) Sampel | Rp.  70.000
42 | Raksa (Hg Sampel | Rp-  80.000
43, | Selenium (Se) Sampel | Rp- 80.000
44, | Sianida Sampel | RpP-  80.000
45. | Krom Val 6 [Cr) Sampel | Rp. 80.000
46, | Arsen [As) Sampel | Rp.  80.000
47. | Jaur (KOH, Cotton Blue) Sampel | Rp- 120.000
48, | Sensitivity Test (Bak. Acrob)/ Bact Allert | gampe; | Rp. 175.000
49. | Kultur (Bakteri Aerob)/ Bact Allert Sampel | Rp. 225.000
5g. | Defibrilator Unit Rp. 756.000
51. | Centrifuge Unit Rp. 782.000
52, | Dental Unit Unit Rp.1.038.000
Ajudan
1. Ajudan Kepala Daerah OB Rp.3.000.000
2. | Ajudan Wakil Kepala Daerah oB Rp.2.500.000
3. Staf Pengamanan Tertutup OB Rp.2.500.000
Asisten Pribadi
1. Asisten Pribadi Kepala Daerah OB Rp.2.000.000
2. | Staf Khusus Bupati 0B Rp.5.000.000
3. Asisten Pribadi Ketua DPRD dan Wakil OB Rp.2.000.000
Ketua DPRD
4. | Asisten Pribadi Ketua TP-PKK OB Rp.2.000.000
5. | Asisten Pribadi Sekretaris Daerah OB Rp.2.000.000

| |
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NO. FROVINSI SBATUAN LUAR KAB. HOLAKA TIMUR
| I 2 3 4
IL.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1 DALAM KABUPATEN OH Rp.150.000,00
KOLAKA TIMUR
2. |ACEH OH Rp.360.000,00
3. SUMATERAUTARA OH Rp.370.000,00
4. |RIAU OH Rp.370.000,00
5. | KEPULAUANRIAU OH Rp.370.000,00
6. | JAMBI OH Rp.370.000,00
7. | SUMATERABARAT OH Rp.380.000,00
8. | SUMATERASELATAN OH Rp.380.000,00
9. | LAMPUNG OH Rp.380.000,00
10. | BENGKULU OH Rp.380.000,00
11. | BANGKABELITUNG 1 oH Rp.410.000,00
12. | BANTEN OH Rp.370.000,00
13. | JAWA BARAT OH Rp.430.000,00
14. | D.K.I. JAKARTA OH Rp.530.000,00
15. | JAWA TENGAH OH Rp.370,000,00
16. | D.I. YOGYAKARTA OH Rp.420.000,00
17. | JAWA TIMUR OH Rp.410.000,00
18. | BALI OH Rp.480.000,00
19. | NUSA TENGGARABARAT | OH Rp.440.000,00
20, | NUSA TENGGARATIMUR | OH Rp.430.000,00
21. | KALIMANTANBARAT OH Rp.380.000,00
23. | KALIMANTANTENGAH OH Rp.360.000,00
23, | KALIMANTANSELATAN OH Rp.380.000,00
24, | KALIMANTANTIMUR OH Rp.430.000,00
25. | KALIMANTANUTARA OH Rp.430.000,00
26. | SULAWESIUTARA OH Rp.370.000,00
27. | GORONTALO OH Rp.370.000,00
28. | SULAWESI BARAT OH Rp.410.000,00
29. | SULAWESISELATAN OH Rp.430.000,00
30, | SULAWESITENGAH OH Rp.370.000,00
31. | SULAWESITENGGARA OH Rp.380.000,00
32. MALUKL OH REp.380.000,00
33, | MALUKU UTARA OH Rp.430.000,00
34, | PAPUA OH Rp.580.000,00
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O, FROVINSGI BATUAN LUAR KAB. HOLAKA TIMUR
] 2 ] 4
35. | PAPUA BARAT OH Rp.480.000,00 |
LUAR KOTA DALAM KOTA KAB.
KAB. KOLAKA TIMUR LEEIH
URAIAN SATUAN
KOLAKA DARI 8 (DELAPAN)
TIMUR JAM
2 3 4 5
BATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI
Pejabat Negara, Pejabat OH Rp.250.000,00 Rp.125.000,00
Daerah
2. | Pejabat Eselon | OH Rp.200.000,00 Rp.100.000,00
Pgjabat Eselon 1 OH Rp.150.000,00 Rp. 75.000,00
TARIF HOTEL
HDH &
NO. PROVINSI BATUAN WHDH / ANGGOTA PRIABAT ESELON IV &
PIMPINAN DPRD/ my GOLONGAN
DPRD/ PEJABAT mﬁﬂ'“ ry | /1y Nea
PEJABAT ESELON IT PNS
ESELON |
I 3 K] 4 & 8 )
I:' BATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DALAM NEGERI
1 | ACEH oH Rp.4.420.000 | Rp.d.526.000 | Rp.1.533.000 Rp. 770,000
7 | SUMATERA UTARA oH Rp+.960.000 | Rp.2.195000 | Rp.l.100.000 Rp. G99.000
3 | RIAU OH HpJ H20.000 | Rp.2.110.000 | Rp.l.650.000 Rp. 852000
4+ | KEPULAUAN RIAU T on Rp5.344.000 | Rp.2.318.000 | Rp.1.297.000 Rp. 792.000
5 | JAMBI OH Rp.5.000.000 | Rp.+ 102.000 Rp.1.225.000 Rp. 580.000
6 | SUMATERA BARAT OH Rp.5.236,000 | Rp.3.332.000 | Rp.l.358.000 Rp. 701000
7 | SUMATERA SELATAN OH Rp.5.850.000 | Rp.J.0B83000 | Rp.1.995.000 Rp. B61.000
8 | LAMPUNG oH Rp.4 491,000 | Rp.2 488000 | Rp.l 425000 Rp. 580000
9 | BENOKULU | oH Rp.2.140,000 | Rp ) 628000 | Rp. |.56.000 Rp. 692000
10 | BANGEA BELITUNG ol Rp.3.B27.000 | Rp.2.B38.000 | FHp 1957000 Rp. 645000
11 | BANTEN OH Rp.5.725.000 | Rp.2.373.000 | Rp.1.204.000 Rp. 724.000
12 | JAWA BARAT OH Fp5.38L000 | Rp.2.7565.000 | Hp.l.200.000 Rp. 686.000
13 | DKL JAKARTA aH Rp.8.720.000 | Rp.2.063.000 Rp. 992,000 Rp. 730.000
14 | JAWA TENOAH OH Fp.5.303.000 | Rp.1.B50.000 | Rp.1.201.000 Rp. 750.000
15 | D YOOYAKARTA CH RpS017.000 | Rp Q65000 | Rp.l.384.000 Rp. 845000
16 | JAWA TIMUR O Rp.4.440.000 | Rp.2.007.000 Rpl. 153,000 Hp. £14.000
17 | BA oH Rp.6.848.000 | Rp.2.433.000 Rp1.6B5.000 Rp.1.138.000
NUSA TENGGARA
18 - OH Rp.4.375.000 | Rp.2.648.000 Repl.4 18,000 Rp. S07.000
19 ;f;nmm"‘“" OH Rp.3.750000 | Rp.2.133.000 | Rp.1.355.000 Rp. 688.000
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TARIF HOTEL
KDH &
NO. PROVINSI | BATUAN wRDE/ ARQOCTA PEIABAT BERLON-IV
PIMPINAN DPRD/ ESELON I/ GOLONGAN
DPRD/ PEJABAT coLoNGaN ry | V/T/1I/ Non
PEJABAT ESELON II FNE
- ESELON 1
20 | KALIMANTAN BARAT OH Rp.2654.000 | Rp.1.923.000 | Rp.1.125.000 Rp. 538,000
21 | KALIMANTAN TENGAH OH Rp.4.901.000 | Rp.3.291.000 | Rp.l, 160000 Rp. 659.000
27 | KALIMANTAN SELATAN OH Rp4.707.000 | Rp.3.316.000 | Rp.1.500.000 Rp. 697 000
73 | KALIMANTAN TIMUR oH Rp.# 000,000 | Wp.2.L18.000 | Rp.l.507.000 Rp. 804000
3| KALIMANTAN UTARA OH R 40000, 0K R 2. 735,000 Rp. 1507000 Rp.  SHML000
25 | SULAWESI UTARA OH Rp.#919.000 | Hp.2290.000 | Hp.1.207.000 Fp. 978000
26 | GORONTALD OH R 4. 168000 R 3. 007 000 Rp. 1 G06000 Rp. 55000
27 | SULAWES] BARAT OH Rp.+.076.000 | Rp.3.096.000 | Rp.1.344.000 Fp. 704.000
| | e a—
I8 | BULAWES| SELATAN | OFH Rp. 4,820,000 Rp. 1.9358, 000 Rp.1.423.000 Rp. T45.000
70 | SULAWES]I TENGAH | OH Rp.2.309.000 | Rp.2027.000 | Rp.1.679.000 Fp. 951.000
30 | SULAWESI TENGGARA oH Rp.2308.880 | Rp.2.574.000 | Rp.1.297.000 Rp. 786000
| |
31 | MALUKU I oH Rp3467.000 | Rp3.240.000 | Rp.l.059.000 Rp. &G7.000
A2 | MALUKU UTARA OH Rp 4611600 | Rp3843000 | Rpl.160.000 Rp. 605000
33 | PAPUA oH Rp. 3855000 | Rp.d.d18.000 | Rp2 521000 Rp.1.038.000
34 | PAPUA BARAT 1| oH Rp3B7I.000 | Rp.3.341.000 | Rp.2 086000 Rp. @67.000
TARIF HOTEL
w0, FROVINSL BATUAN heriaung
DAERAN / | ANGOOTA | PEJABAT
- PEJABAT GOLONGAN
FIReTER AN DERR WRLOS ESELONIV/ 1/ 11/ Nan
DPRD/ TEJABAT | GOLONGAN | o oool i
FEJABAT | ESELON II ™
ESELON |
1 F] 3 5 [ 7 E]
II.4 | SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DALAM DAERAH
1| Uluiwoi OH Rp. 750,000 | Rp 650,000 | Rp400.000 Rp.250.000 | Rp.250.000
2 | Mowewe OH Rp.750.000 | Rp.650.000 | Rp, 400,000 Rp.250.000 | Rp.250.000
3 | Tinondo OH Rp.750,000 | Rp.650.000 | Rp.400.000 Rp.250.000 | Rp.250.000
4| Lalolne T a 0 | Rp.250.000 Rp.250.000 | Rp.250.000
5 | Timwutn OH ] 0| Rp.250.000 Rp.250.000 | Rp.250.000
6 | Loen OH ] 0| Rp.250.000 Rp.250.000 | Rp.250.000
T | Ladong OH Rp. 750,000 | Rp.650,000 | Rp, 400,000 Rp.250.000 | Rp.250.000
A Poli = Polin QH Rp. 750,000 | Rp650.000 | RpS000000 Rp 230,000 | Rp 250,000
O | Lambandin OH Rp. 750000 | Rp 650,000 | Rp 400,000 Rp.250.000 | Rp.250.000
10 | Aere OH Rp.750.000 | Rp,650,000 | Rp 400,000 Rp.250.000 | Rp.250.000
11 | Danga oH Rp.750.000 | Rp.650.000 | Rp 400000 Rp 250,000 | Rp.250.000
12 | Usesi OH | Rp.750.000 | Rp.6S0.000 | Rp 400.000 Rp.250.000 | Rp.250.000

Catatan ; Satuan Biava Penginapan Kecamatan Tirawuta hanya dapat digunakan bagi perjalanan dinas
dari kecamatan Ulubwel, Kee, Acre, Kee, Ueesl, Keo. Lambandia, Kec. Dangia dan Kee, Poli-polia.
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4o KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

I 2 3 L 5

II.5 | SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI PERGI PULANG (PP)
1 | Kendarni Banda Aceh Rp.12.953.000,00 | Rp.7.102.000,00
2 | Kendari Batam Rp.10.568,000,00 | Rp.5.658.000,00
3 | Kendari Denpasar Rp. 5.455.000,00 | Rp.3.273.000,00
4 | Kendan Yogyakarta Rp. 8.129.000,00 | Rp.4.706.000,00
5 | Kendari Padang Rp.11.167.000,00 | Rp.5.722.000,00
& | Kendan Palembang Rp. 9.659.000,00 | Rp.5.102.000,00
7 | Kendari Pekanbaru | Rp.11.220.000,00 | Rp.5.776.000,00
8 | Kendan Semarang Rp. 9.659.000,00 | Rp.5.027.000,00
9 | Kendari Solo Rp. 9.659.000,00 | Rp.5.166.000,00
10 | Kendari Surabaya Rp.11.103.000,00 | Rp.5.466.000,00
11 | Kendari Timika Rp.18.633.000,00 | Rp.9.798.000,00
12 | Kendari Jakarta Rp. 7.658.000,00 | Rp.4.182.000,00
13 | Kendari Bandar Rp. 8.354.000,00 | Rp.4.482.000,00
Lampung

14 | Kendari Ambon Rp. 4.824.000,00 | Rp.2.856.000,00
15 | Kendan Makassar Rp. 2.663.000,00 | Rp.1.786.000,00
16 | Kendari Malang | Rp.10.322.000,00 | Rp.5.487.000,00

NO | PROVINSI SATUAN BESARAN
i 2 3 4

1.6 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1 | ACEH ORANG/KALI Rp.127.000,00
2 | SUMATERA UTARA ORANG/KALI Rp.308.000,00
3 | RIAU ORANG/KALI Rp.101.000,00
4 | KEPULAUAN RIU ORANG/KALI Rp.165.000,00
5 | JAMBI ORANG/KALI Rp.147.000,00
6 | SUMATERA BARAT ORANG/ KALI Rp.190.000.00
7 | SUMATERA SELATAN ORANG /KALI Rp.179.000,00
8 | LAMPUNG - ORANG /KALI Rp.168.000,00 |
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NO PROVINSI SATUAN BESARAN
9 | BENGKULU ORANG /KALI Rp.109.000,00
10 | BANGKA BELITUNG ORANG /KALI Rp. 97.000,00
11 | BANTEN ORANG/KALI Rp.536.000,00
12 | JAWA BARAT ORANG /KALI Rp.200.000,00 :
13 | D.K.I JAKARTA ORANG/KALI Rp.256.000,00
14 | JAWA TENGAH ORANG /KALI Rp.108.000,00
15 | D.I YOGYAKARTA ORANG /KALI Rp.267.000,00
16 | JAWA TIMUR ORANG /KALI Rp.233.000,00
17 |BALI ORANG /KALI Rp.227.000,00
18  NUSA TENGGARA BARAT ORANG/ KALI Rp.231.000,00 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR ORANG /KALI Rp.116.000,00
20 | KALIMANTAN BARAT ORANG /KALI Rp.171.000,00
21 | KALIMANTAN TENGAH ORANG/KALI Rp.134.000,00 |
22 | KALIMANTAN SELATAN ORANG/KALI Rp.180.000,00
23 | KALIMANTAN TIMUR ORANG /KALI Rp.533.000,00
24  KALIMANTAN UTARA ORANG /KALI Rp.218.000,00
25 | SULAWESI UTARA ORANG/KALI Rp.138.000,00
26 | GORONTALO ORANG/KALI Rp.265.000,00
27 | SULAWESI BARAT ORANG /KALI Rp.313.000,00 |
28 | SULAWEI SELATAN ORANG /KALI Rp.187.000,00
29 | SULAWESI TENGAH ORANG/KALI Rp.165.000,00
30 | SULAWESI TENGGARA ORANG/KALI Rp.171.000,00
31 | MALUKU ORANG /KALI Rp.2688.000,00
32 | MALUKU UTARA ORANG/KALI Rp.215.000,00
a3 | PAPUA ORANG/KALI Rp.513.000,00 |
34 | PAPUA BARAT ORANG/KALI Rp.236.000,00 |
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HABUPATEN/KOTA JARAK
NO URAIAN TUJUAN ! BATUAN {Km] BESARAN
1 2 3 I 4 5 i
Satuan Biaya Transportasi Darat Dinas Dari Ibu Kota Kolaka Timur Ke
I1.7 | Kecamatan, Antar Kecamatan, dan Kecamatan ke Desa Dalam
Kabupaten Yang Sama (One Way)
1 Keo. Tirawuta Keco, Ulubwaoi | Orang/Kali a8 60 Rp.lﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ_
2 | Kec. Tirawuta Kec. Mowewe | ﬂrﬂngﬁnﬂi 40,90 Rp.120.000,00
3 Rec. Tirawula Kec. Tinonda ' ﬂrang_,."!{.si]i 06,60 Ep. 160,000,060
4 Kec, Tirawuta kec, Lalolae | Orang/Kali 26,10 | Ep. 80.000,00
5 | Kec. Tirawuta Kec. Loea Orang/Kali 11,30 | Rp. 40.000,00
6 | Kec. Tirawuta Kec. Ladongi Orang/Kali 20,60 | Rp. 60.000,00
7 | Kec. Tirawuta KEec. Poli - Polia - ﬂI'E.['IE.,er.E.ﬁ 31,10 | REp. 90.000,00
B | Kec. Tirawuta Kee. Lambandia | ﬂrang_,.fK.a]i 45,30 Rp. 130.000,00
i 'EI HE: T':r*:_;:nrl:.E Kec. Aere | Orang/Kali 28,10 [ Ep. 170.000,00
10 | Kee. Tirawuta Kee. Dangia Orang/Kali 30,50 | Rp. 90.000,00
11| Kec. Tirawuta Kec. Ueesi Orang/Kali 120 | Rp.340.000,00
3 Kurang
Desa dalam Lingkup 2 _
12 | Kecamatan K R Orang/Kali dal?mI 1 Rp. 40.000,00
B Lelah
Desa dalam Lingkup . .
13 | Kecamatan TR Orang/Kali de:{nn: 1 Rp. 60.000,00
EKABUPATEN/KOTA JARAK
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 2 J b | % | 6
LS Satuan Biaya i Darat Dinas Dari Kolaka Timur Ke
" | Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama r
Kab. Kolaka ; X
oo Kab. Bombana | Orang/Kali IEE_ Rp. 438.000
Kab. Kolaka . ;
; A : . 147,
iy Kab. Kolaka | Orang/Kal 53 Rp. 147.000
Kab. Kolaka . ' .
Timur Kendari Orang/Kali 108 ) Ep. 300.000
aD. Haleia Kab. Kolaka Utara Orang/ Kali 194 Rp. 538,000
Timur
Kab. Kolaka .
Tirmur Kab. Konawe Orang/Kali a6 Rp. 100.000
,'I'Ei.“n";';lf”'m Kab. Konawe Selatan | Orang/Kali 97 Rp. 269,000
.!1..{1'.5 0. Ralake Kab. Konawe Utara Orang/Kali 132 Rp. 366.000
mur
HO BAT
; PROVINSI UAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
1 2 3 4 7
1. | Satuan Biaya Keglatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat
9 | Kepala Daerah atau Eselon I

ACEH

op

Rp.

453.000,00

Rp. 663.000,00

Rp. 1.385,000,00

Rp. 1.116.000,00



NO SAT
- FROVING UAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
1 2 3 4 5 6 7
2 | SUMATERA OF | Rp.451.00000 | Rp. 675.000,00 | Rp. 1.350.000,00 Rp.1.126.000,00
UTARA
i
3 | RIAU OP | Rp.319. 00000 | Rp.582.000,00 | Rp. 1.207.000.00 Rp. 901.000,00
4 | KEPULAUAN OF | Rp471.000,00 | Rp. 634.000,00 | Rp. 1.484.000,00 Rp.1.105.000,00
RIAU
5 | JAMBI OF | Rp.465.000,00 | Rp.465.000,00 | Rp. 465.000,00 Rp. 465.000,00
6 | SUMATERA OP | Rp.351.000,00 | Rp.351.000,00 | Rp, 351,000,00 Rp. 351.000,00
BARAT
7 | SUMATERA OP | RpA72.000,00 | Rp.472.000,00 | Rp. 472.000.00 Rp. 472.000,00
SELATAN
B | LAMPUNG OF | Rp452.000,00 | Rp.452.000,00 | Rp. 452.000,00 Rp. 452.000.00
9 | BENGKULU OF | Rp.a83.000,00 | Rp.383.000,00 | Rp. 383.000,00 Rp. 383.000,00
10 | BANGEA OP | Rp.549.000,00 | Rp.549.000,00 | Rp. 549.000,00 Rp. 549.000,00
BELITUNG
11 | BANTEN OPF | Rp.542.000,00 | Rp.542.000,00 | Rp. 542.000,00 Rp. 542.000,00
12 | JAWA BARAT OF | Rp.514.000,00 | Rp.514.000,00 | Rp. 514.000,00 Rp. 514.000,00
13 | DKL JAKARTA OF | Rp.742.000,00 | Rp.742.000,00 | Rp. 742.000,00 Rp. 742.000,00
14 | JAWA TENGAH OF | Rp.a74.000,00 | Rp.a374.000,00 | Rp. 374.000,00 Rp. 374.000.00
15 | DI OF | Rp.366.000,00 | Rp.366.000,00 | Rp. 366.000,00 Rp. 366.000.00
YOOYAKARTA
16 | JAWA TIMUR OF | Rp.438.000,00 | Rp.710.000,00 | Rp.2.159.000,00 Rp.1.148,000.00
17 | BALI OF | Rp.737.000.00 | Rp.907.000,00 | Rp.2.523.000,00 Rp.1.644,000,00
18 | NUSA OF | Rpb503.00000 | Rp.800.000.00 | Rp.1.413.000,00 Rp. 1.303.000,00
TENGOARA
BARAT
19 | NUBA OF | Rp.513.000,00 | Rp.B60.000,00 | Rp.1.610.000,00 Rp.1.373.000,00
TENGGARA
TIMUR
20 | KALIMANTAN OP | Rp462.000,00 | Rp.617.000,00 | Rp.1.247.000,00 Rp. 1.079.000,00
BARAT
21 | KALIMANTAN OF | Rp.455.000,00 | Rp.679.000,00 | Rp.1.721.000,00 Rp.1.134.000,00
TENGAH
22 | KALIMANTAN OP | Rp.380.000,00 | Rp.545.000,00 | Rp.1.150.000,00 Rp. 025.000,00
SELATAN
23 | KALIMANTAN OP | Rp.423.000,00 | Rp.750.000,00 | Rp.1.250.000,00 Rp.1.173.000,00
TIMUR
24 | KALIMANTAN OF | Rp.393.000,00 | Rp.613.000,00 | Rp.1.218.000,00 Rp.1.006.000,0
UTARA
25 | SULAWESI OP | Rp.490.000,00 | Rp.620.000,00 | Rp.1.250.000,00 Rp.1.110.000,00
UTARA
26 | GORONTALO OF | Rp.390.000,00 | Rp.562.000,00 | Rp.1.738.000,00 Rp. 952.000,00
27 | BULAWESI "OF | Rp.390.000,00 | Rp.574.000,00 | Rp.1.201.000,00 Rp. 964.000,00
BARAT




r!m PRI ::: HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE
1 2 3 4 5 o 7
28 | SULAWESI OF | Rp.403.000,00 | Rp.583.000,00 | Rp.2.218.000,00 Rp. 986.000,00
SELATAN
29 | SULAWESI OF | Rp.440.000,00 | Rp.652.000,00 | Rp.1.416,000,00 Rp.1.092.000,00
TENGAH
|30 | SULAWESI OF | Rp.397.000,00 | Rp552.000.00 | Rp.l.335.000,00 Rp. 949.000,00
TENGOARA
31 | MALUKU OF | Rp.463.000,00 | Rp.638.000,00 | Rp.1.500.000.00 Rp.1.101.000,00 |
32 | MALUKU UTARA | OF | Rp.515.000,00 | Rp.693.000,00 | Rp.1.220.000,00 Rp.1.208,000,00
33 | PAPUA OF | Rp482.000,00 | Rp.768.000,00 | Rp.2.063,000,00 Rp.1.250.000,00
34 | PAPUA BARAT 0P Rp.5303.000,00 | Rp.728.000,00 | Rp.1.952.000,00 Fp.1.231.000,00
. - y
',n PROVING E:;u " | HALFDAY FULLDAY FULLBOARD | RESIDENCE |
] 2 4 5 [ 7
E Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat
E!;pih Daerah atau Eselon Il |
1 | ACEH OF | Rp.413.000,00 | Rp.575.000,00 | Rp.1.075.000,00 | Rp. 988.000,00
2 | SUMATERA UTARA OF | Rp.#11.000,00 | Rp.511.000,00 | Rp.1.011.000,00 | Rp. 922.000,00
3 | RIAU OF | Rp.279.000,00 | Rp.432.000,00 | Rp. B67.000,00 | Rp. 711.000,00 |
4 | KEPULAUAN RIAU OF | Rp.+31.000,00 | Rp.531.000,00 | Rp.1.170.000,00 | Rp. 962.000,00
5 | JAMBI op Rp.425,000,00 | Rp.525000,00 | Rp.1.038.000,00 | Rp. 950.000,00 |
6 | SUMATERA BARAT OF | Rp.311.000,00 | Rp.432.000,00 | Rp. 987.000,00 | Rp. T43.000,00
7 | SUMATERA op Rp.388.000,00 | Rp.480.000.00 | Rp.1.030.000,00 | Rp. B68.000,00
SELATAN
8 | LAMPUNG OP | Rp.412.000,00 | Rp.507.000,00 | Rp. 930,000,00 | Rp. 919.000,00
9 | BENGKULU OF | Rp.343.000,00 | Rp.468.000.00 | Rp.1.062,000,00 | Rp. 811.000,00
10 | BANGKA BELITUNG oP Rp.449,000,00 | Rp.582.000,00 | Rp.1.115.000.00 | Rp.1.031.000,00
11 | BANTEN OP | Rp.502.000,00 | Rp.632.000,00 | Rp.1.201.000,00 | Rp.1.134,000,00
12 | JAWA BARAT OF | Rp.474.000,00 | Rp.692.000,00 | Rp.1.110.000,00 | Rp.1.166.000,00
13 | DKl JAKARTA OF | Rp.542.000,00 | Rp.667.000,00 | Rp.1.347.000,00 | Rp.1.209.000,00
14 | JAWA TENGAH op Rp.303.000,00 | Rp.474.000,00 | Rp. 919,000,00 | Rp, 777.000,00
15 | D1 YOOYAKARTA OP | Rp.297.000,00 | Rp.507.000,00 | Rp.1.204.000,00 | Rp804.000,00
16 | JAWA TIMUR Op Rp.308.000,00 | Rp.623.000,00 | Rp.1.784.000,00 | Rpl.784.000,00 |
17 | BALI | 0P | Rp.4B8.000,00 | Rp.652.000,00 | Rp.1.569.000,00 | Rpl.140,000,00
I8 | NUSA TERGGARA OF | Rp.#63.000,00 | Rp.713.000,00 | Rp.1.213.000,00 | Rpl.176.000,00
BARAT
19 | NUSA TENGGARA GF | Bp.370.000,00 | Rp.588.000,00 | Rp.1,100.000,00 | Rpo58.000,00 |
TIMUR
20 | KALIMANTAN BARAT OF | Rp.#22.000,00 | Rp.547.000,00 | Rp.1.047.000,00 | Rpone.000.00
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NO — SATU. | FULLBOAR | FULLBOARD HmT;: RESIDENCE
+ ar | mamn | ook | MuCE™ | o
KOTA
I 2 3 + 5 [5 7
9 | BENGKULU OH Rp. 130.000 | Rp. 130.000 Rp. 95.000 | Rp. 130.000
10 | BANGKA BELITUNG OH | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 95.000 | Rp. 130.000
11 | BANTEN OH | Rp. 120.000 | Rp. 120.000 | Rp. 85.000 | Rp. 120.000
12 | JAWA BARAT OH | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 105.000 | Rp, 150.000
13 | DKI. JAKARTA OH | Rp. 180.000 | Rp. 180.000 | Rp. 130.000 | Rp, 180.000
14 | JAWA TENGAH OH | Rp. 130.000 | Rp. 120.000 | Rp. 95.000 | Rp. 130.000
15 | 0. YOGYARARTA OH | Rp. 140.000 | Rp. 140.000 | Rp. 100.000 | Rp. 140.000
16 | JAWA TIMUR OH | Rp. 190.000 | Rp. 140.000 | Rp. 100.000 | Rp. 140.000
17 | BALI OH | Rp. 160.000 | Rp. 160.000 | Rp. 115.000 | Rp. 160.000
18 | NUSA TENGGARA OH | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 105.000 | Rp. 150.000
BARAT
19 | NUSA TENGGARA OH | Rp, 140.000 | Rp. 140.000 | Rp. 100.000 | Rp. 140.000
TIMUR
20 | KALIMANTAN BARAT OH | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 95000 | Rp. 130.000
21 | KALIMANTAN TENGAH OH | Rp. 120.000 | Rp. 120000 | Rp. 85000 | Rp. 120.000
22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 95.000| Rp. 130.000
23 | KALIMANTAN TIMUR OH | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 | Rp. 105.000 | Rp. 150.000
24 | KALIMANTAN UTARA OH | Rp. 150.000 | Rp, 150.000 | Rp. 105,000 | Rp. 150.000
25 | SULAWES! UTARA OH | Rp. 130,000 | Rp. 130.000 | Rp. 95000 | Rp. 130.000
26 | GORONTALO OH | Rp. 130.000 | Rp. 130,000 | Rp. 95000 | Rp. 130.000
37 | SULAWESI BARAT OH | Rp. 120,000 | Rp 120000 | Rp, 85000 | Rp. 120.000
28 | SULAWES] SELATAN OH | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 ! Rp. 105.000 | Rp. 150.000
29 | SULAWES] TENGAH OH | Rp. 130.000 | Rp. 130.000 | Rp. 95000 | Rp. 130,000
30 | SULAWES] TENGOARA OH | Rp. 130,000 | Rp. 130,000 | Rp.95.000| Rp. 130.000
31 [ MALUEU OH | Rp. 120.000 | Rp. 120,000 | Rp. 85000 | Rp. 120.000
32 | MALUKU UTARA OH | Rp. 130.000 | Rp. 130,000 | Rp. 95000 | Rp. 130.000
33 | PAPUA OH | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | Rp. 140.000 | Rp. 200.000
34 | PAPUA BARAT OH | Rp. 160.000 | Rp, 150.000 | Rp. 115000 | Rp. 160.000
BIAYA PEMELITHARAAN
GEDUNG GETONG GEDUNG/
No URAIAN SATUAN BERTINGKAT HEHTMTIH KAT BANGUNAN
KANTOR
] 2 3 ) 5 ]

1.1 | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri
1 CGedung m?/Tahun | Rp.197.000,00 | Rp.144.000,00 | Rp.10.000,00 i

(Bangunan .
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Bertingkat

Bangunan
Tidak
Bertingkat)
dan
Halaman
Kantor

NO URAIAN SATUAN BESARAN
I ) J 4
1.2 | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat
1 KEPALA DAERAH Unit/Tahun Rp.45.670.000,00
2 | WAKIL KEPALA DAERAH Unit/Tahun 'Rp.45.670.000,00
3 KETUA DPRD Unit/Tahun Rp.45.670.000,00
4 WAKIL KETUA DPRD Unit/Tahun Rp.44.010.000,00
5 PEJABAT ESELON II Unit/Tahun Rp.43.310.000,00
NO URAIAN SATUAN BESARAN
I 2 3 r
IL2 | Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan
Kantor, Roda 6 dan Speed
1 Roda Empat Unit/ Tahun Rp.38.220.000,00
2 Double Gardan Unit/ Tahun Rp.40.550.000,00
3 | Roda Dua Unit/ Tahun Rp. 5.260.000,00 |
NO URAIAN SATUAN BESARAN
1 2 3 4
L3 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
1 Inventaris Kantor Pegawai/Tahun | Rp. 80.000,00
2 Personal Computer/ Notebook Unit/Tahun Rp. T730.000,00
3 Printer Unit/Tahun Rp. 690.000,00
4 AC Split Unit/Tahun Rp. ©10.000,00
5 Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun Rp. 7.190.000,00
6 | Genset 75 KVA Unit/Tahun Rp. 8.640.000,00
7 Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp.10.150.000,00
8 Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp.10.780.000,00
9 Genset 150 KVA Unit/Tahun Rp.13.260.000,00
10 | Genset 175 KVA Unit/Tahun Rp.14.810.000,00 |
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NO

BESARAN

URAIAN SATUAN
11 Genset 200 Kva Unit/Tahun Rp.15.850.000,00
12 Crenset 250 KVA Unit/Tahun Rp.16.790.000,00
13 | Genset 275 KVA Unit/Tahun Rp.17.760.000,00
[ 14 | Genset 300 KVA Unit,/Tahun Rp.20.960.000,00
15 Crenset 350 KVA Unit /Tahun Rp.22.960.000,00
16 Crensetd 50 KVA Unit/Tahun Rp.25.620.000,00
17 Censet 300 KVA Unit/Tahun Rp.31.770.000,00
(1) Biaya Pemeliharaan printer, belum termasuk kebutuhan penggantian
toner.
(2) Biaya pemeliharaan genset, belum termasuk kebutuhan bahan bakar
minyak.
LEMBUR
No " Uraian Satuan Besaran
1 | 3 i
Satuan Uang Lembur
1 | PNS Gol.IV Orang/Jam Rp.36.000
2 PNS Crol.lll Orang/Jam Rp.30.000
3 PNS Gol.ll Orang/Jam Rp.24.000
4 Non ASN Orang/Jam Rp.20.000
Satuan Uang Makan Lembur
1 | PNS Gol.IV Orang/Hari Rp.41.000
2 PNS Gol.Ill Orang/Hari Rp.37.000
3 PNS Gol.ll Orang/Hari Rp.35.000
| 4 Non ASN Orang/Hari Rp.31.000
Paral Koordinasi
No Nama Jabatan
L;
2. b S [V
3. |mw
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT

. Format Surat Tugas Perjalanan Dinas

tL.ogo
Dacrah KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
SURAT TUGAS
NOMOR ... ... ........
Dasar L T
2
3
. dst
MEMERINTAHKAN
Kepada 1. Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Jabatan
2 Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Jabatan
3 ..dst.
Untuk Vs EHTE - ae o B oo ol vl o T o e e wae s e« o o P
2
3 e e TS o e o kv T < e e e e e oo oo e ke
Mama Tempat, Tanggal Bulan
Tahun
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Ketua DPRD/Wakiii Ketua
DOPRD/Sekretans Daerah/Kepaia
SKPD
{Nama)
Tembusan

1
2
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ll. Format SPD Perjalanan Dinas

1. Format SPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Logo
Caerah KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
e S
Lemilaar ke
Eodbe Ma
M oandsr

SURAT PERJALAMAN DIMAS (SPC

1 Penggun  AnggaranMuasa F'll'lﬂnun-
A

-“ el e — —

7 | Nama Kepals Oasral’Wakil Kepala
Dserah/  Pmpinan  DPRD/Anggota
OPFROMNama Pegawa: ASN dan NIP/Pihak |
Lain yang melansanakan penaltanan denas |

a. Pangkst dan Golongan ]
Iy Jabatan/instans b
| & Tingkat Daya Peralanan Dinas [

3 "
4 | Maksud Perqalanan Donas
—_—

5 ' Alat angkulan yang dpangunasan
&

—

a Tempat peranghat a
b Tempat tujuan b
T a4 Lamanya Penalanan Dinas a
b Tanggal besangka b
c.  Tangpal harus kembaltiba ddempal | ¢
banu®|
B | Pengikul Mama Tanggal Lafr
pm= ——— ——— &
| 13
' 2
3
4
5
2  Pembobana Anggaran z
n
a.  SHPD b
i h  Akun .
10 | Heterangan Lan-lgn
Conel yang hank peri
Dhisglarnan &
Tanggal
Pengguna Anggaranuasn
Peng@una Anggaran

M=



[Tempat
HKedudukan) Ke :
Pada Tanggal ;
Kepala :

1. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala :

NIP

Berangkat dari :
Ke :

Pada Tanggal
Repala :

NIP

I, Tiba di
Pada Tanggal :
Kepala :

NIP

Berangkat dari ;
Ee :

Pada Tanggal :
Kepala ;

NIP

V. Tiba di :
Pada Tan
Kepala ;

NIP

Berangkat dari ;
Ke

Puda Tanggal :
Kepaln :

NP

V. Tibadi:
Pada Tanggal :
Kepala :

Berangkat dari :
& .

Pﬂi:inTﬂrl,gEul:
Kepala :

NI

Telah diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebul atas perintah
pejabat rﬂnieh:m?nmg'm semata-
mata untuk !Pmnnuan jabatan dalam

wakiu yang sesingkat- singkatnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Catatan Lain-Lain

PERHATIAN:

Pengguna ﬁnﬁm Kuasa
Daerah / Walkil IDa:rah. F‘imﬁ::al‘m ]

Lain vang me

berangkat/tiba, serta bend
peraturan Keuangan Daerah apa

dan kealpaannyva.

Pengguna

_'.ra.n]g menerbitkan SPD, K

, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perih

ukan perjalanan dinas, para pejabat yvang mengesahkan tanggal

ﬁ:gelunmn bertanggungjawab berdasarkan peraturan-
daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian,|
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llI. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Logo
Maerah KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS
PERANGKAT DACRAH
— —— —
Lamgean SPD Nomor
Tanggal
No | PERINCIAN BIAYA|  JUMLAH KETERANGAN
‘ 1
7
i
A
5
&
| JUMLAH Hp .
Janggal bulan tahun
Telan dbayar sejumiah Teflah menenma jumiah uang sepurmiah
Rp Rp
Bendanara Pengeluaran Yang

MenenmaBendahara Pengeluaran Pembarnty,

NP NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Drietapkan sejumiah Rp
Yang leish dbayar semula Rp
Ssa hurangiebih Rp
Pengguna Anggarantuass Pangguna Anggaran

SIE
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IV. FORMAT BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA

SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan

Biava
Transpor
Kegiatan

Dalam Kota

Jumlah yang
Dibayarkan

Biaya
Pemetian dan

8.

Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.

J

Sesual Penugasan

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti

rapat, seminar dan sejenisnya.

vl)

V1) |

=

Perjalannn Dinas Jabatan untuk m-l..-m.-mpuh
ujian dinas/ujian jabatan.

y

Keberangkatan
dan pulang

.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadn;:
Majelis Penguji keschatan Pegawai ASN ata
menghadap seorang  dokter  penguj
keschatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya puna k:pcntingani
jabatan

Sesuai Penugasan

. Perjalanan Dinas Jabatan unru]-t:t

mendapatkan mempereleh  pengobatan
berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu/ 'l-:ﬂrena[
melakukan tugas.

Perjalanan Dinas Jabatan unl.ukt
mendapatkan pengobatan  berdasarkan
keputusan Majelis  Penguji H::m:hamn|
Pegawai Negeri l

Sesuai Penupasan |

h_pandrg._l__kl;n sctara Diploma/51/52/83,
h.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti

3 Keberangkatan

dan Kep gan

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan.

Sesuai Penugasan

| B

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput
/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah  Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD,
Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal
dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

T e

Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput :

/mengantarkan ke tempat pemakam
jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepal
Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD,
Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan yvang terakhir
ke kota tempat pemakaman.

Dibayarkan 1
{satu) kali)

Dibayarkan 1
(satu) kali)
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Keterangan

1.

V1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas .Jabatan untuk mengikuti kegiatan
rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V
Lampiran [l Surat mni.

2. Biaya transpor kegiatan dalam kota dibayarkan secara [lumpsum secsuai

SHS dan tidak diberikan kepada Pelaksana 5SPD yang melakukan rapat
dalam komplek perkantoran vang sama.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak
menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tdak
bersifat rutin.

Jenis Perjalanan Dinas .Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya
transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain serta Keluarga paling banyak untuk 4
(empat) orang.

Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada humf ¢ dan huruf g
adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan /ujian.
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2. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA

LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

dan Perihal Lain vang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan
vang terakhir ke kota tempat
pemakaman.

Biaya .| Biaya
Jenis Perjalanan Dinas Uang Biaya [TransporJumiah Harii pemetian
Jabatan arian i Pegawai | _ Yang dan
a H Penginapan dibayarkan At
Jenazah
a. Perjalanan Dinas .Jabatan dalam . P
rangka pelaksanaan tugas dan v v v ! um
fungsi yang melekat pada jabatan.| | | Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk| | AR
mengikuti rapat, seminar dan 1) V1) V1) Penugasan =
sejenisnya. H
c. Perjalanan dinas Jabatan ]u'lﬂ]-:mmlai ¥
dalam rangka Pengumandahan Y ¥2) ¥3) (Sembilan -
(Detasehering) puluh) hari
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk : 2 (dual
menempuh ujian dinas/ujian W v ) sl -
____jabatan. o =
e. Pefjalanan Dinas Jabatan untuk
menghadap Majelis Penguji
kesehatan wai ASN atau g .
menghadap okter penguji ¥ l o i
kesehatan vang ditunjuk, untuk Penugasan
mendapatkan surat  keterangan
dokter tentang kesshatannya
guna kepentingan jabatan
[. Perjalanan Dinas Jabatan untul
memperoleh pengobatan g .
berdasarkan surat keterangan J d i -
dokter yang berkompeten karena Penugasan
mendapat cedera pada
waktu /melakuan tugas. |
g Mmdﬂpﬂlmtkin iﬂﬂﬁﬂ&ﬂm — , , , Sesuai
berdasar eputusan Majelis N ¥ v -
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Penigasn
h, Perjalanan Dinas Jabatan untuk y J | Maksimal 2
mengikuti  pendidikan  setara .
Diploma /31 /52/33. (dua) hari
i. Perjalanan Di:;?s .Jahstnn untuk 4 5) Ny Sesual
mengikuti pendidikan dan ¥ | a
Schatihn _ Penugasan
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk |
menjemputf E:i:gamnr}gnn kel
tempat pemakaman  jenazah .
Kepala Dacrah, Wakil Kepala v , | Maksimal 3 d
Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota {tiga) hari |
DPRD, Pegawai ASN dan Penhal
Lain yang meninggal dunia dalam
melakukan perjalanan dinas
k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
menjemput/ mengantarkan ke
tempat pemakaman  jenazah)
K a Daerah, Wakil Kepala . i
e Pimpinan DPRD, i g J y |MEsesimal 37 J
Anggota DPRD, Pegawai ASN (tiga} hari




Keterangan

1. V1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan
rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V Lampiran
I1 Surat ini.

2. ¥2) : Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan
(Detasering) tidak tersedia rumah dinas.

3, v3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transportasi pada saat
kedatangan dan kepulangan.

v4) : Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama

4. mengikuti
kegiatan.

5. v5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan
l{satu) han kepulangan.

6. Biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Eselon [ diberikan

sesuai biaya riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan
berupa biaya transpor kegiatan dalam kota vyang dibayarkan secara
fumpsum sesuai standar biaya.

Biaya transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan
kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya
transpor HKepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD, Pegawai ASN dan Perihal lain/keluarga, dan biaya penginapan
diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h
adalah sesuail waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan /ujian.
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3. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

: Biayva
Jenis Perjalanan Uang Eiﬂ'-.’*f Biava JuﬁgHm Pemetian dan
Dinas .Jabatan Harian m' ﬂpﬂn"'g Transpor dibayarkan T,E,kum"
a, Perjalanan Dinas Jabatan dalam :
rangka pelaksanaan tugas dan| o N Sesual .
fungsi yang melekat pada/ Penugasan
jabatan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk ; Sesuai
mengikuti rapat, seminar dan “1) V1) ¥1] penugasan .
sejenisnya.
¢. Perjalanan Dinas Jabatan dalam, ; J Maksimal 90
rangka Pengumandahan W V2 3 {Sembilan .
{Detasehering) puluh) hari
d. Perjalanan Dinas Jabatan untulg . : )
jabatan.
e. Perjalanan Dinas.Jabatan untulg
menghadap Majelis  Penguji
kesehatan Pegawal ASN atau
menghadap seorang  doktern 5 ;
penguji  keschatan  yang ¥ v v Penugasan -
ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan,
jabatan
[. Perjalanan Dinas.Jabatan untuk]
memperoleh pengobatan;
berdasarkan surat keterangan J y Sesuai )
dokter karena mendapat cederal Penugasan
pada waktu/karena melakukan
fugas.
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mendapatkan pengobatan . J J Sesual
berdasarkan keputusan Majelis Penugasan -
Penguji  Kesehatan  Pegawal
Megeri
h. Perjalanan Dinas . Jabatan un .
mengikuti pendidikan setara, v ) Maksimal 2 .
Diploma/S1/52/83. (dua) hari
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk ,
mengikuti  pendidikan  dan] V4 Y 5) W Sesuai -
| pelathan, Penugasan
j. Perjalanan Dinas Jabatan untul
menjemput/ mengantarkan ke
tempat pemakaman jenazah )
Kepala Daerah/Wakil ~HKep N v o Maksimal 3 ¥
Daerah, Pimpinan dan An (tiga) han
DPRD, dm::l:js” Vang mll:nin
dunia am me
perjalanan dinas. Ehmﬁ
k. Perjalanan Dinas.Jabatan untu
menjemput /mengantarkan
Kepela baerah/Wakil * Kep
Kep . Maksimal 3 -
Daerah, Pimpinan dan Anggot v v v (tiga) hari b

DPRED, PNS5 dan FPTT yan
meninggal dunia dari Tempa
Kedudukan yang terakhir
kota tempat pemakarmean,




Keterangan
V1)

V2)

V3)

V4)

V5)
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Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka
romawi V Lampiran II Surat ini.

Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama
masa Pengumandahan {Detasehering] dalam hal tidak tersedia
rumah dinas.

Biayva transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan

DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain diberikan
untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan.
Biaya

transporKepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai ASN
dan

Pihak Lain diberikan sesuai riil, sedangkan Pimpinan DPRD
dan

Anggota DPRD diberikan secara lumpsum dengan batas biaya
tertinggi sesuai SHS

Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama
mengikuti kegiatan.

Biaya penginapan diberikan 1 (satu) han pada saat
kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya
transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain/keluarga, dan biaya penginapan
diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
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V. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK
MENGIKUTI RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

1. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR

(RUANG RAPAT/AULA /SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

Komponen Biaya Uang Saku | Uang Biaya Uang
Perjalanan Dinas Rapat Harian | Transpor |[Penginapan
[. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam

1. Peserta ¥ 2) - v 3) -

2. Panitia/ Moderator - - - -

3. Narasumber - - V¥ 3) -

1. Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam

1. Peseria ¥ 2) - ¥ 3) V 4)

2. Panina/ Moderator - - - -

3. Narasumber - - ¥ 3) Y 4)

[qIl. Melewati Batas Kota

1. Peserta - N y ll "

2. Panitia/Moderator - - - -

3. Narasumber - = V1) v

Keterangan

1, V1) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti
rapat, seminar, dan secjenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya
transpor kedatangan tanpa menyertakan bukn pengeluaran
transportasi kepulangan.

2. v2) Uang saku rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai
ketentuan vang diatur dalam SHS.

3. v3) Uang transpor diberikan sesuai Biaya Riil, Dalam hal tidak diperoleh
bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor
kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai
SHS.

4, V4| Biaya penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi

sehingga memeriukan waktu untuk menginap.

5. Uang transpor diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai
dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin seria tidak diberikan kepada Pelaksana
SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
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2. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA

(HOTEL/TEMPAT LAIN)
Uang Uang
Komponen Biaya Saku Saku Uang Biaya Uang
Perjalanan Dinas Paket Paket | Transpor Penginapan Harianl)
Fullboard | Fullday
1. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam
1. Peserta - ¥3) v a :
2. Panitia/Moderator - 3) N . )
N |
3. Narasumber - - W - | -
[1.Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam
1. Pegerta v3) \3) v Va) v
3. Narasumber - - v v4) ¥
[1l. Melewati Batas Kota
1. Peserta v3) C Y2) ) ¥
2. Panitia fModerator V3) - ¥2) v N
3. Narasumber - - V2) v W

hari pada saat kepulangan.

UVang hanan diberikan 1 (satu) har saat kedatangan dan 1 (satu)

Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti
seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar
biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran
transportasi kepulangan.

Uang saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan
paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam standar

Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk
menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu)
hari pada saar kepulangan.

Keterangan
1. v1)
2 ¥2)

rapat,
3. V3)

biaya.
4. Va)
5. Uang saku paket

Fullboard/ Fullday/Halfday mengikuti ketentuan vyang

diatur dalam SHS.

Uang

transpor  pegawai

diberikan  sepanjang tidak menggunakan

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
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V9. SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

GOLONGAN PELAKSANA 5PD

URAIAN/TUJUAN

GOLONGAN IV | GOLONGAN III] GOLONGAN I | GOLONGAN |

Jumlah barang v
digunakan  sebagai
dasar perhitungan

52 |

1. Pegawal yang
berkeluarga
dengan anak

25 m? 20 m? 15 m? | 10 m?

2. Pmﬁgrﬂg’;ﬁ 15 m? 12 m? 9 m? 6 m?
tanpa anak

3. Pegawai yang S m3

tidak berkeluarga * o 8 m? 2 m3
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VIl. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Logoe KOP SURAT SESUAI NASKAH DINAS
Daerah PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama a LR IPRLL D e T S, i T B AP Vi AL L A 1)
NIP - ORELTRLIRI |
Jabatan RS S : S - |
Ui Bam ..oiimmimmsrsininens AR . ; .
SKPD . B B e (3)
Meryatakan dengan mungguhnyn, banhwa tugas F'ar].'adannn Dinas Jabatan atas
nama
DTN - gty s i mbbacs v s B RS Eb PR N |
NIP, Atk e kL 1 e e (7
Jabatan ; A PP s ¥ bbb R s a)
Unit Kena .19
SKPD ... N venee { 10)

dibatalkan atau bidak dapat dilaksanakan disababkan adanya keperluan dinas
l@innya yangsangal mundmh.n'p-lnlmg dan bdak dapat dtunda yaitu

...........................................................................................
.............................

Wuhunnarl dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan penalanan dinas tidak
dapatdigantikan cleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawal ASN/Pihak lain.

Demikian surat pernyataan im dibuat dengan sebenamya dan apabila di kemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

....... el i (12)
‘ra-ng Membuat Pumratlln

(13)




-156-

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan

(1)
(2)
(=)
(4)
(5)
(&)
(7)
(8)
(9)

Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
Diisi jabatan penerbit Surat Tugas

Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
Diisi nama Pelaksana SPD

Diisi NIP Pelaksana SPD

Diisi jabatan Pelaksana SPD

Diuisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD

(10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD

(11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

(12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat

pernyataan

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas
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VIll. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN

DINAS JABATAN —
Logo
Daerah KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAMN
BlaYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini-

Mama _ ; OIS i1

MHiP (2)

Unt Kena, e . {d)

SKPD . . g L (5)
menyatakan dengan sesungguhnya. bahwa Perjalanan Dinas Jabatan
berdasarkan Sural Tugas Nomor tanggal . ... dan SPD Nomor
fanggal atas nama

Mama : . 18]

MIP . (7}

Jabatan A . (8)

Lint Kena, . .. AL T (9)

SKPD (10}
Dibatalkan sesuai dengan surat Permnyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan Nomor ...... tanggal
Berkenaan dengan pembatalan tersebut. blaya transpor  berupa

(11} dan biaya penginapan yang teiah terlanjur dibayarkan atas
beban DPA-SKPD tidak dapal dikembalkan/refund  (sebagian/seluruhnya)
sabasar Rp.....[12) . sehingga dibebankan pada DPA-SKPD
Momor tanggal SKEPD (13}

Dermukian sural pernyataan ini dibual dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian han ternyata surat pernyataan i tdak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya berlanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian daerah tersebut ke Kas daerah

1)
Yang Membuat Pernyataan

{15)
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Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya

Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

(1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya
perjalanan dinasnya

(2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan
dinasnya

(3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya
perjalanan dinasnya

(4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

{(6) Diisi nama Pelaksana SPD

(7) Diisi NIP Pelaksana SPD

(B) Diisi jabatan Pelaksana SPD

(9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(11)Diisi transpor vang digunakan

(12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan vang tidak
dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

(13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama Unit Kerja SKPD yang
dibebanibiaya perjalanan dinasnya

(14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernvataan

(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD
yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
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IX. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Logo
Coimger @iy KOP MASEAH DINAS

PERAMGKAT DAERAH

DAFTAR PEMNGELUARAN RIIL

Yang beriandatangan di bawah ini:
Farmn :
MNP
Jabatan

berdasarkan Sural Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tamnggal
dengan ini kams menyatakan doengan sesungguhnya bahwa

& Biaya transpor pesjabalpegawai dan/stéu biaya penginapan dibawah
iniyang hdak dapal diperclieh bukt-bukti pengaluarannya, mekputi

ll"li_l____LIrl-ln Jumian

= —_ - = —_—

:Jur'nI.h

B Jumiah wang terssbul pada angka 1 di a1as benar-benar dikeluarkan uniuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdapat keletshan stas pembayaran, kami borsedia uniuk menyaliorcan
knlobihan iersabut ke Kas Dacrah

Demiluan pemyatann ini kami buat dengan sebenarmya, untuk i QLY B LT
sobOgaTAE Meshnyg

PAengioto A E vy a b pud v, tanggal, bulan, tahun

Peangguna Anggaran
HKuass Pengguna Anggaran, Palaksana SPD,

Paraf Koordinasi

No Nama Jabatan

3. W0, Pornt (VAE
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